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MOTTO 
                          
              
 
“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 
(menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan 
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah 
menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu 
dikembalikan.” 
 
 
 
(QS. Al-Baqarah: 245) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 
1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ 
Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
ix 
 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ 
De (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ 
Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
x 
 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah a a 
  َ  ‎ Kasrah i i 
  َ  ‎ Dammah u u 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
xi 
 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
أ...ى  Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...و  Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
أ...ي  Fathah dan alif 
atau ya 
ā a dan garis di atas 
أ...ي  Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan wau ū u dan garis di atas 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3.  وقيل  Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ةضور لافطلأا  Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
xiii 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لوسرلاإدّممحام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
2. ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
xv 
 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ينقزارلايرخ وله للها نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn / Wa innallāha lahuwa 
khairur-rāziqīn 
2. نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Anindita Ari Fatojanah, 15.211.1.088, “Implementasi Perkreditan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Tirta Mandiri” Perspektif Fiqh 
Muamalah (Studi Kasus di Desa Ponggok Kabupaten Klaten)”. 
 
Perkembangan otonomi daerah dan kepentingan-kepentingan desa saat 
ini mulai diperhatikan. Bukti bahwa pemerintah mulai memberikan titik berat 
pada prioritas pemantapan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa 
tercermin dengan semakin banyaknya perangkat peraturan pelaksanaan, seperti 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri 
Dalam Negeri maupun peraturan lainnya.  Dari adanya peraturan pelaksanaan 
tersebut muncul Undang-Undang yang mengatur tentang desa. Dalam Undang-
Undang tersebut mengatur secara terperinci tentang desa mulai dari pengelolaan 
keuangan, pemerintahan desa, BUMDES, dan lain sebagainya yang berkaitan 
dengan kepentingan desa.  
 
Dalam tulisan ini akan mengkaji mengenai pelaksanaan perkreditan 
BUMDES “Tirta Mandiri” di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten 
Klaten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan perkreditan BUMDES “Tirta Mandiri” dalam perspektif prinsip 
muamalah dan akad qard}. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif 
dengan metode studi kasus. Penelitian ini mengambil tempat di BUMDES “Tirta 
Mandiri” Desa Ponggok Kabupaten Klaten.  
 
Pelaksanaan perkreditan di BUMDES “Tirta Mandiri” dilakukan dengan 
cara tanpa jaminan apapun dan ditujukan hanya untuk karyawan serta pemilik 
investasi di BUMDES “Tirta Mandiri”.  Untuk s}i>gat akad dilakukan secara lisan 
dan tertulis. Dalam perkreditan tersebut secara subyek hukum sudah terpenuhi. 
Kemudian dalam akadnya jika ditinjau dari perspektif qard} belum terpenuhi 
sepenuhnya. Sedangkan menurut prinsip muamalah, perkeditan BUMDES “Tirta 
Mandiri” ini mengandung unsur garar, z}alim, dan riba. Selain itu, untuk 
penerapannya secara qard} tentang tambahan (bunga) yang dijanjikan itu tidak 
sesuai dengan akad qard}, karena tambahan dalam qard} hanya dibolehkan jika 
pihak peminjam memberikan tambahan tanpa dijanjikan sebelumnya. 
 
  
. 
  
Kata kunci: Perkreditan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Fiqh Muamalah 
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ABSTRACT 
 
Anindita Ari Fatojanah, 15.211.1.088, “Implementation of Credit 
Village Owned Enterprises (BUMDES) "Tirta Mandiri" Perspective of  Fiqh 
Muamalah (Case Study in Ponggok Village, Klaten Regency)”. 
 
The development of regional autonomy and village interests is now 
beginning to be noticed. Evidence that the government began to give emphasis to 
the priority of strengthening government administration and village development 
was reflected in the increasing number of implementing regulations, such as 
Government Regulations, Minister of Home Affairs Regulation, Minister of 
Home Affairs and other regulations. From the existence of the implementing 
regulation, a Law that regulates the village appears. In the Law it regulates in 
detail about the villages starting from financial management, village government, 
BUMDES, etc. related to village interests. 
 
In this paper, we will examine the implementation of credit for the 
BUMDES "Tirta Mandiri" in Ponggok Village, Polanharjo District, Klaten 
Regency. The purpose of this study is to find out how the crediting of BUMDES 
"Tirta Mandiri" in the perspective of muamalah principles and qard}. This research 
is a descriptive qualitative study with a case study method. This research took 
place at the BUMDES "Tirta Mandiri" in Ponggok Village, Klaten Regency. 
 
The implementation of credit at the BUMDES "Tirta Mandiri" is carried 
out without any guarantee and is intended only for employees and investment 
owners in the BUMDES "Tirta Mandiri". For the practice of contract is carried 
out verbally and in writing. In credit, the legal subject has been fulfilled. Then in 
the contract if viewed from a qard} perspective it has not been fully fulfilled. 
Whereas according to muamalah principle, the editing of the BUMDES "Tirta 
Mandiri" contains garar, z}alim, and riba. In addition, the qard} application for 
additional (interest) promised is not in accordance with the qard} contract, because 
additional in qard} is only permitted if the borrower provides additional without 
prior promises. 
 
  
. 
  
Keywoards : Credit, Village Owned Enterprises (BUMDES), Muamalah Fiqh 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Otonomi daerah merupakan sebuah kebutuhan dalam era globalisasi dan 
reformasi. Awal pelaksanaan otonomi daerah bermula dari aspek kemandirian 
dan terkesan diabaikan. Namun dengan seriusnya Pemerintah Pusat hingga 
Kabupaten melaksanakan tugas otonomi daerah, kepentingan-kepentingan desa 
mulai diperhatikan. Bukti bahwa pemerintah pusat mulai memberikan titik 
berat pada prioritas pemantapan penyelenggaraan pemerintah dan 
pembangunan desa tercermin dari semakin banyaknya perangkap peraturan 
pelaksanaan. 
Peraturan pelaksanaan dari Pemerintah Pusat tersebut meliputi Peraturan   
Pemerintah (PP), Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) maupun 
Keputusan Menteri dalam Negeri (Kepmendagri), yang mengatur tentang 
Desa. Baik itu PP, Permendagri dan Kepmendagri yang dimaksud merupakan 
peraturan pelaksanaan pengaturan mengenai Desa sesuai dengan yang 
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Desa. Kemudian di perinci lagi dengan munculnya UU No. 6 Tahun 2014 
tentang Desa.
1
 
Adanya peraturan serta Undang-Undang yang dikeluarkan tersebut 
menjadikan komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi 
seluruh lapisan masyarakat. Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia
                                                          
1
 Koentjaraningrat, Masyarakat Desa di Indonesia. (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas 
Indonesia, 2010), hlm. 55. 
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diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa, sehingga diharapkan tidak ada 
lagi desa yang akan tertinggal. Oleh karena itu, desa saat ini begitu disorot 
apalagi dengan adanya aliran dana 1 Milyar lebih, yang dikucurkan dari 
pemerintah ke desa.
2
 Desa harus memiliki kemampuan dalam mengelola 
keuangan tersebut. 
Pada umumnya pengelolaan dana yang baik itu dilaksanakan berdasarkan 
asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, 
efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Selain itu, Pengelolaan 
dana yang dilakukan itu dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup 
masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.
3
 
Oleh  karena itu, di sini salah satu desa yang dinilai dapat mengelola 
dana dari pemerintah dengan baik adalah Desa Ponggok. Desa Ponggok 
merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Polanharjo Kabupaten 
Klaten. Desa tersebut adalah salah satu desa yang dalam pengelolaan dananya 
tidak hanya digunakan untuk pembangunan saja. Namun digunakan juga untuk 
pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDES).
4
  
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam perundang-undangan diatur 
oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 87 sampai dengan pasal 
90. Bahwa dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan sebagai berikut: 
                                                          
2
 Fabian Januarius Kuwado, “Pemerintah Keluarkan Progam Dana Kelurahan Mulai 2019”, 
dikutip dari https://nasional.kompas.com/ diakses 1 Desember 2018 pukul 20.00 WIB. 
3
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 77 ayat 1-2. 
4
 Sugeng Raharjo, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Wawancara Pribadi, 2 November 
2018, jam 10.30-11.00 WIB. 
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(1) Desa dapat  mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM 
Desa. (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan 
kegotongroyongan. (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi 
dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
5
 (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa. 
(2) Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6
 Hasil usaha 
BUM Desa dimanfaatkan untuk a) Pengembangan usaha, dan b) 
Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan 
untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana 
bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
7
 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa 
dengan: a) memberikan hibah dan/atau akses permodalan; b) melakukan 
pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c) memprioritaskan BUM Desa 
dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.
8
 
Awal mula berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa 
Ponggok dikarenakan banyaknya permasalahan yang ada di desa tersebut dan 
juga melimpahnya sumber daya alam. Kemudian Kepala Desa mulai 
melakukan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 
Pemerintah Desa dan kelompok warga guna membahas isu-isu strategis. 
Adanya pembahasan isu-isu strategis tersebut maka terbentuklah Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDES) Desa Ponggok pada 15 Desember 2009. Kemudian 
diberi nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Tirta Mandiri”9 
Awal terbentuknya BUMDES, usaha yang dikelola hanya toko pakan 
ikan dan pinjaman modal bagi masyarakat serta merintis kegiatan pariwisata di 
Umbul Ponggok sebagai wahana rekreasi. Namun pada perkembangannya 
terdapat banyak kendala yang dialami. Seperti terbatasnya Sumber Daya 
                                                          
5
 Undang-Undang Nomor 6 …, Pasal 87 ayat 1-3. 
6
 Ibid., Pasal 88 ayat 1-2. 
7
 Ibid., Pasal 89 ayat a-b. 
8
 Ibid., Pasal 90 ayat a-c. 
9
 Sugeng Raharjo, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Wawancara Pribadi … . 
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Manusia (SDM) dan sentimen negatif dari masyarakat yang pesimis bahwa 
BUMDES bisa berkembang apalagi membawa perubahan untuk kesejahteraan 
masyarakat.
10
 
Akan tetapi, Kepala Desa pada saat itu tidak menyerah dan terus 
berusaha guna kemajuan dari BUMDES “Tirta Mandiri”. Hingga pada 
akhirnya dalam jangka waktu satu tahun setelah berdirinya BUMDES yaitu 
pada tahun 2010 sudah dapat menghasilkan laba kotor sebesar Rp 
100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian, BUMDES “Tirta Mandiri” 
mulai mengembangkan unit usaha menjadi beberapa macam diantaranya yaitu, 
Umbul Ponggok, Kampung Ponggok Ciblon, Toko Desa, Perkreditan, Pusat 
Study Desa, Kios dan Kolam, serta Tabungan Haji & Umroh.
11
 
Keberadaan BUMDES di Desa Ponggok menjadi salah satu 
pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan 
potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, 
mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya, 
dan adanya penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan 
dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari Badan 
Usaha Milik Desa.
12
  
BUMDES yang ideal mampu menjadi poros kehidupan seluruh 
masyarakat desa, karena ia berdiri atau ada untuk pemenuhan kebutuhan 
masyarakat. Salah satunya yang menarik atau kerap menjadi perhatian 
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 Sugeng Raharjo, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Wawancara Pribadi … . 
11
 Ibid. 
12
 Ibid. 
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masyarakat adalah unit usaha yang ada dari BUMDES “Tirta Mandiri” di Desa 
Ponggok ini yaitu perkreditan. Pengelolaan dari perkreditan ini dikelola dengan 
cara meminjamkan dana bagi masyarakat Desa Ponggok yang mengajukan 
pinjaman di BUMDES “Tirta Mandiri”. 
Akan tetapi, perkreditan yang ada di BUMDES “Tirta Mandiri” ini hanya 
ditujukan untuk karyawan dan juga masyarakat yang memiliki investasi modal 
di BUMDES “Tirta Mandiri” Desa Ponggok. Jadi tidak semua masyarakat 
Desa Ponggok dapat melakukan pinjaman. Selain itu, pengelolaan perkreditan 
tersebut menggunakan bunga angsuran di setiap bulannya 1,5% flat. 
Pembayaran di setiap angsurannya dengan cara dibayarkan ke kantor 
BUMDES “Tirta Mandiri”.13 
Adanya unit usaha perkreditan dari BUMDES “Tirta Mandiri” Desa 
Ponggok tersebut sebenarnya cukup membantu masyarakat. Namun, 
masyarakat seringkali merasa bingung bahkan belum paham mengenai 
sistem perkreditan maupun investasi modal yang ada di BUMDES “Tirta 
Mandiri” seperti apa dan bagaimana perbedaan dari perkreditan di Bank 
biasanya.
14
 
Dalam aktivitas muamalah seperti di BUMDES “Tirta Mandiri”, Islam 
menyarankan agar berpedoman pada prinsip-prinsip dasar muamalah, dan 
memperhatikan batasan-batasan tegas serta kejelasan obyek (barang) untuk 
bermuamalah. Pedoman ini berlandaskan Al-Qur’an dan Hadis sebagai 
                                                          
13
 Rini, Bendahara BUMDES “Tirta Mandiri”, Wawancara Pribadi, 17 Desember 2018, 
jam 13.00 WIB. 
14
 Yuli Dwi Atmojo, Warga Desa Ponggok, Wawancara Pribadi, 28 Desember 2018, jam 
14.24 WIB. 
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kerangka bangun ekonomi Islam yang memiliki nilai etik (ethics value) dan 
nilai norma (norm value). Hal ini dikarenakan dalam pandangan Islam, 
kegiatan ekonomi selalu dikaitkan dengan prinsip hidup yang bersumber pada 
Al-Qur’an dan Hadis setiap individu muslim, baik dalam hal produksi, 
distribusi, konsumsi maupun dalam kegiatan muamalah lainnya.
15
 
Dalam bermuamalah, tentunya manusia mempunyai kepentingan 
terhadap orang lain. Oleh karena itu, timbulah hubungan hak dan kewajiban. 
Setiap manusia mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan oleh orang lain 
dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan 
terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-
kaidah hukum untuk menghindari bentrokan antara berbagai kepentingan. 
Terlebih dalam kegiatan muamalah, prinsip tersebut haruslah mengandung 
perlindungan terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi, terutama tentang 
hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi.
16
  
Oleh karena itu, perubahan masyarakat dalam berbagai aspeknya baik 
ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain dihadapi oleh hukum Islam 
dengan semestinya dan diarahkan secara sadar bukan dibiarkan begitu saja. Ini 
adalah pengejawantahan dari fungsi hukum Islam sebagai pengendali 
masyarakat (sosial control), perekayasa sosial (sosial engineering) dan 
pensejahtera sosial (sosial welfare). Dalam hal ini hukum Islam telah 
memberikan prinsip-prinsip penting mengenai pengembangan yang rasional 
                                                          
15
 Muhammad Arif Fadhillah Lubis, “Prinsip Dasar Muamalah Keuangan Syariah”, Jurnal,  
2017, hlm. 1. 
16
 Nurfaizal, “Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan 
Indonesia”, Jurnal, (Riau) Vol. XIII Nomor 1, 2013, hlm. 198. 
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dalam upaya adaptasi dengan lingkungan barunya. Melalui pola seperti ini 
hukum Islam mampu menghindari terjadinya krisis hukum yang dilematis di 
tengah publiknya sendiri. Dengan demikian, peranan hukum Islam khususnya 
prinsip muamalah akan selalu efektif di tengah masyarakatnya, dimanapun dan 
bagaimanapun modelnya.
17
 
Dengan adanya hukum Islam tersebut khususnya dalam muamalah 
diharapkan dapat meminimalisir adanya praktik-praktik seperti permasalahan 
di atas. Meskipun tidak dapat langsung menghilangkan kebiasaan tersebut, 
namun setidaknya dapat mengurangi praktik tersebut. Berdasarkan uraian 
tersebut, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan 
judul “Implementasi Perkreditan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 
“Tirta Mandiri” Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa 
Ponggok Kabupaten Klaten).” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
17
 Pujiono, Hukum Islam, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 60. 
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B. Rumusan Masalah 
Dengan adanya latar belakang di atas, maka masalah yang menjadi pokok 
dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan unit usaha perkreditan BUMDES “Tirta Mandiri” 
di Desa Ponggok Kabupaten Klaten? 
2. Apakah pelaksanaan unit usaha perkreditan BUMDES “Tirta Mandiri” di 
Desa Ponggok telah sesuai dengan Fiqh Muamalah? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai 
penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan unit usaha perkreditan BUMDES “Tirta 
Mandiri” di Desa Ponggok Kabupaten Klaten. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perkreditan BUMDES “Tirta Mandiri” di 
Desa Ponggok dalam perspektif Fiqh Muamalah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi pengembangan ilmu syariah pada umumnya. Khususnya 
untuk jurusan muamalah, sehingga mampu memperkaya teori-teori 
berkaitan dengan praktik perkreditan di BUMDES dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 
9 
 
 
2. Manfaat Praktis 
a) Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk mendalami 
praktik perkreditan di BUMDES dalam masyarakat. 
b) Bagi IAIN Surakarta, yaitu penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya 
hasil-hasil penelitian berkaitan dengan praktik perkreditan di BUMDES 
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
c) Bagi Peneliti Lain, yaitu hasil penelitian ini tentunya masih terdapat 
kekurangannya. Oleh karena itu, terbuka lebar bagi peneliti lain untuk 
melakukan kajian lanjutannya di masa mendatang.  
d) Bagi Desa, yaitu penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk meninjau 
pengelolaan dana desa melalui BUMDES yang sesuai dengan Hukum 
Islam yang lebih baik lagi, serta menjalin silahturahmi yang baik antara 
Mahasiswa, IAIN Surakarta dan Desa Ponggok. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Qard} 
a. Pengertian Qard} 
Qard} secara etimologi merupakan bentuk masdar dari qarad}a asy-
syai’- yaqrid}uhu, yang berarti dia memutuskanya. Qard} adalah bentuk 
masdar yang berarti memutus. Dikatakan qarad}tu asy-syai’a bil-miqrad}, 
aku memutus sesuatu dengan gunting. Al-Qard} adalah sesuatu yang 
diberikan oleh pemilik untuk dibayar.
18
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 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 273. 
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Adapun qard} secara terminologis adalah memberikan harta kepada 
orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya 
dikemudian hari. Syafi’iyah berpendapat bahwa qard} dalam istilah 
syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang 
pada suatu saat harus dikembalikan).”19 
Jadi, qard} dapat diartikan sebagai suatu transaksi antara dua pihak 
yang saling terikat, dimana keterikatan tersebut merupakan akibat dari 
perbuatan memberikan sesuatu pinjaman kepada pihak lain yang suatu 
saat harus dikembalikan sama seperti saat meminjamnya. 
b. Landasan Hukum Al-Qard} 
Dasar disyari’atkannya qard} (hutang piutang) adalah Al-Qur’an 
surah Al-Baqarah ayat 245. 
                        
                 
 “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 
baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan 
meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang 
banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-
Nya-lah kamu dikembalikan”.20 
Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa Allah swt 
menyerupakan amal salih dan memberi infaq fi sabilillah dengan harta 
yang dipinjamkan. Dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat 
                                                          
19
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 273. 
20
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 
hlm. 358. 
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ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman 
(hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk 
mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang 
menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.
21
 
c. Hukum Al-Qard} 
Hukum qard} (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang 
boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. 
Semua itu sesuai dengan cara mempraktikannya karena hukum wasilah 
itu mengikuti hukum tujuan. 
Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai 
kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang 
kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang. Jika 
pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan 
uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka 
hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan 
kondisinya.
22
 
Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang 
mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena 
berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi 
hutang kepadanya adalah mubah. 
                                                          
21
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat …, hlm. 274. 
22
 Ibid., hlm. 280. 
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Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, 
seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai 
niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak 
ada pada diri penghutang. Maka ia tidak boleh berhutang. Seseorang 
wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka 
menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar 
dirinya tertolong dari kelaparan.
23
 
d. Rukun dan Syarat Al-Qard} 
Rukun qard} (hutang piutang) ada tiga, yaitu s}i<gat, ‘a>qidain (dua 
pihak yang melakukan transaksi), dan harta yang dihutangkan. 
Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai 
berikut.
24
 
1) S{i<gat 
Yang dimaksud s}i<gat adalah ijab dan qabul. Tidak ada 
perbedaan dikalangan fuqaha’ bahwa ijab itu sah dengan lafal 
hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, 
seperti kata, “aku memberimu hutang” atau “aku menghutangimu”. 
Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan 
kerelaan , seperti “aku berhutang” atau “aku menerima” atau “aku 
rida” dan lain sebagainya.25 
                                                          
23
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat …, hlm. 280. 
24
 Masjupri, Fiqh Muamalah 2, (Surakarta: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 
Surakarta, 2016). hlm. 89. 
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 Ibid. 
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2) ‘A<qidain 
Yang dimaksud dengan ‘a>qidain (dua pihak yang melakukan 
transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya 
mempunyai beberapa syarat berikut.
26
 
a) Syarat-syarat bagi pemberi hutang 
Fuqaha’ sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah 
termasuk ahli tabarru’ (orang yang boleh memberikan derma), 
yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (dapat 
membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka 
berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi irfaq 
(memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan 
oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti s}adaqah.27 
Syafi’iyyah berargumentasi bahwa al-qard} (hutang piutang) 
mengandung tabarru’ (pemberian derma), bukan merupakan 
transaksi irfaq (memberi manfaat) dan tabarru’. 
b) Syarat bagi penghutang 
Syafi’iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori 
orang yang mempunyai ahliyah al-mua>malah (kelayakan 
melakukan transaksi) bukan ahliyah at-tabarru’ (kelayakan 
member derma). Adapun kalangan ahnaf mensyaratkan 
penghutangkan mempunyai ahliyah at-tas}arrufat (kelayakan 
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 Masjupri, Fiqh Muamalah 2 …, hlm. 92. 
27
 Ibid., hlm. 93. 
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memberikan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan 
berakal sehat.
28
 
Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung 
karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, 
tidak sah member hutang kepada masjid, sekolah, atau ribath 
(berjaga diperbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak 
mempunyai potensi menanggung. 
3) Harta yang dihutangkan 
Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu a) diketahui kadarnya 
dan b) diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya. 
Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak 
sah. 
2. Prinsip-Prinsip Muamalah 
Prinsip juga disamakan dengan asas, fundamental, pangkal, dasar, 
dan pondasi. Sehingga prinsip dasar muamalah keuangan syariah 
(maliyah) bisa juga diartikan asas yang dijadikan pokok dasar berpikir 
terkait pondasi muamalah keuangan syariah.
29
 Selanjutnya, berikut ini 
merupakan prinsip-prinsip dasar dalam aktivitas ekonomi 
Islam/muamalah termasuk keuangan syariah yang disari dari beberapa 
pandangan pakar ekonomi Islam seperti M. Umer Chapra, Muhammad 
Ayub, Ibrahim Warde, Syed Nawab Haider Naqvi dan lainnya. Berikut 
                                                          
28
  Masjupri, Fiqh Muamalah 2 …, hlm. 93. 
29
 K. H. Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 
hlm.15-16. 
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adalah prinsip dasar muamalah keuangan syariah (maliyah) yang 
dimaksudkan: 
a. Prinsip Tauhid/Keimanan/Kesatuan  
Tauhid merupakan bagian fundamental atau dasar dalam Islam, 
dan  sistem  nilai  Islam didasarkan pada keyakinan ini. Dengan 
konsep tauhid maka seyogyanya umat Islam dalam melakukan 
aktivitas ekonomi memperhatikan hal-hal berikut ini: 
30
 
Pertama, seluruh aktivitas ekonomi tidak terlepas dari nilai-nilai 
ketuhanan. Kedua, seluruh aktivitas ekonomi tidak terlepas dari nilai- 
nilai kemanusiaan. Ketiga, melakukan pertimbangan atas 
kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. Terakhir, dalam 
kaitannya dengan keuangan Islam, maka prinsip tauhid ini menuntut 
dan menuntun pelaku bisnis dan keuangan syariah dalam beraktivitas 
ekonomi selalu mengaitkan dengan kebenaran yang bersumber dari 
Allah SWT.
31
 
b. Pengharaman Riba 
Menurut terminologi, riba dirumuskan oleh ilmu fikih sebagai 
tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak dari dua pihak 
yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu. Selanjutnya, konsep riba 
tidak terbatas pada bunga. Setidaknya terdapat dua bentuk riba dalam 
hukum Islam. Pertama, riba al-qarud yang berhubungan dengan 
                                                          
30
 Muhammad Arif Fadhillah Lubis, “Prinsip Dasar …, hlm. 2. 
31
 Ibid., hlm 3-4. 
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tambahan atas pinjaman. Kedua, riba al-buyu‘ yang berhubungan 
dengan tambahan atas jual beli. Riba al-buyu‘ terdiri dari dua bentuk 
yaitu riba al-fad}l dan riba an-nasi’ah.32 
Terkait pengharaman riba, maka tidak bisa disangkal bahwa 
semua bentuk riba dilarang mutlak dalam Al-Qur’an. Beberapa ayat 
dalam Al-Qur’an secara tegas mengharamkan riba. Walaupun 
beberapa diantaranya yang diturunkan di Mekkah hanya 
mengindikasikan ketidaksenangan terhadap riba. Fuad Zein 
menelusuri karakteristik riba dalam Al-Qur’an. Dengan kajiannya 
tersimpulkan bahwa jika kembali kepada pangkal persoalan larangan 
riba, maka “tambahan” tidak mempunyai makna apa-apa. 
Sebaliknya, ketidakadilan adalah hal yang pertentangan dengan 
tujuan penetapan prinsip ekonomi Islam. Karenanya menurut Zein, 
bahwa illat larangan riba seharusnya “zulm/kesengsaraan” bukan 
“tambahan”.33 
Di Indonesia, pengharaman riba telah ditetapkan ditetapkan 
melalui Fatwa MUI pada bulan Januari 2004. Berdasarkan Fatwa 
MUI No. 1 Tahun 2004, dinyatakan bahwa  riba  adalah  tambahan 
(ziya>dah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam 
pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut 
riba nasi’ah.34 
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 Muhammad Arif Fadhillah Lubis, “Prinsip Dasar…,  hlm. 5. 
33
 Ibid., hlm. 6-7. 
34
 Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga hlm. 434. 
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Para ulama telah berketetapan bahwa riba bukanlah sebuah 
perintah agama, melainkan juga merupakan bagian integral dari 
ekonomi Islam yang mencakup etos, tujuan, dan nilai-nilai di 
dalamnya. Dan dalam kaitannya dengan sistem keuangan syariah, 
jelaslah bahwa dalam sistem keuangan ini sedikitpun tidak 
membenarkan apalagi menganjurkan riba. Tegasnya, hakikat 
pelarangan riba dalam Islam merupakan suatu penolakan resiko 
finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang maupun 
jual beli yang dibebankan pada satu pihak saja, sedangkan pihak lain 
dijamin keuntungannya. Inilah kezaliman (z}ulm) yang terdapat pada 
riba yang oleh Islam tegas dilarang.
35
 
c. Pelarangan Garar dan Maysir 
Garar diartikan oleh ulama fikih sebagai ketidaktahuan akan 
akibat suatu perkara (transaksi), atau ketidakjelasan antara baik 
dengan buruk. Sedangkan maysir, maka dalam bahasa Arab maysir 
identik dengan kata qimar. Maysir mengacu pada perolehan kekayaan 
secara mudah atau perolehan harta berdasarkan peluang, entah 
dengan mengambil hak orang lain, atau  tidak.
36
 
d. Jujur dan Amanah 
Kejujuran merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan. 
Kejujuran tidak akan melekat pada diri seseorang yang tidak 
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 Muhammad Arif Fadhillah Lubis, “Prinsip Dasar…, hlm. 7. 
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memiliki nilai keimanan yang kuat. Salah satu hal yang bisa 
menafikan semangat kejujuran dan amanah yaitu penipuan. Dalam 
dunia bisnis, bentuk penipuan ini bisa diwujudkan dengan melakukan 
manipulasi harga, memasang harga tidak sesuai dengan kriteria  
sebenarnya, bahkan menyembunyikan cacat yang bisa mengurang 
nilai obyek transaksi.
37 
F. Tinjauan Pustaka 
Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap 
peneliti-penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran peneliti terdahulu, 
diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, 
di antaranya yaitu: 
Pertama, yaitu Skripsi yang diteliti oleh Nurul Azizah, Mahasiswi 
Fakultas Syariah Progam Studi S1 Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama 
Islam Negeri Purwokerto pada Tahun 2018, dengan judul “Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Akad Hutang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Di 
Badan Usaha Milik Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang Kec. 
Rembang Kab. Purbalingga”. Hasil penelitiannya yaitu mengenai kegiatan 
simpan pinjam perempuan dan usaha ekonomi produktif. Dimana sistem dari 
menghutangkan dana pemberdayaan masyarakat menggunakan sistem 
tanggung renteng. Tanggung renteng merupakan tanggung jawab para 
peminjam baik bersama-sama, perseorangan maupun khusus salah seorang dari 
mereka menanggung pembayaran seluruh hutang. Kemudian sistem hutang 
                                                          
37
 Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 7-12. 
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piutang dengan tanggung renteng tersebut dianalisis dengan tinjauan hukum 
islam yaitu akad qard} dan akad pertanggungan (d}aman).38 
Kedua, yaitu Skripsi yang diteliti oleh Mirza Iskandar Putra, Mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2017 jurusan Hukum 
Ekonomi Syariah, yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Untuk 
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi 
Syariah (Studi Kasus Di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten 
Boyolali)”. Dalam hasil penelitiannya tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan 
dana desa di Desa Sindon tersebut tidak hanya ditujukan untuk infrastruktur  
desa. Akan tetapi, sebagian kecil digunakan untuk pengembangan sosial 
ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Dimana 
BUMDES tersebut menggunakan sistem simpan pinjam. Dalam penelitian ini 
juga dijelaskan mengenai pengembangan usaha yang dilakukan melalui simpan 
pinjam ini dinilai dapat mengentaskan kemiskinan.
39
 
Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Alifiyatul Mawahda Agustina 
Mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah di Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang pada Tahun 2016. Skripsinya 
berjudul “Pengelolaan Hasil Jasa Pinjaman Di Unit Pengelola Kegiatan 
Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Tinjauan Maqashid 
                                                          
38
 Nurul Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Hutang Piutang Dengan Sistem 
Tanggung Renteng Di Badan Usaha Milik Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang Kec. 
Rembang Kab. Purbalingga”, Skripsi, tidak diterbitkan, Progam Sarjana IAIN Purwokerto, 
Purwokerto, 2018, hlm. 22-25. 
39
 Mirza Iskandar Putra, “Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi 
Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sindon Kecamatan 
Ngemplak Kabupaten Boyolali)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Progam Sarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017, hlm. 12-15. 
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Syariah”. Dalam penelitiannya, penulis menjelaskan mengenai lembaga yang 
dikelola oleh Pemerintah Desa guna mengatasi dan membantu dalam bidang 
ekonomi dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga ini berupa 
pemberian permodalan untuk kelompok simpan pinjam perempuan yang 
memiliki kegiatan usaha ekonomi dalam bentuk hutang piutang. Kemudian, 
sistem simpan pinjam tersebut dikaitkan dengan teori maqashid syariah.
40
 
Keempat, Skripsi dari Alif Nanda Lusi Mahasiswa Institut Agama Islam 
Negeri Surakarta Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul 
“Analisis Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Secara 
Borongan Di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta” pada Tahun 2018. Dalam 
penelitiannya, dijelaskan mengenai jual beli dengan sistem borongan yang 
dilakukan di Pasar Notoharjo Semanggi Solo. Jual beli tersebut dilakukan 
dengan obyek barangnya adalah pakaian bekas. Dari jual beli tersebut 
dikaitkan dengan prinsip muamalah.
41
 
Kelima, Jurnal Penelitian dari Bambang Mahasiswa UIN Alaudin pada 
tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis 
Ekonomi Islam: Suatu Kajian Implementer”. Dalam penelitiannya menjelaskan 
mengenai konsep ekonomi Islam pada bisnis yang dilakukan oleh Badan Usaha 
Milik Desa dikarenakan pada saat ini banyak perkembangan bisnis itu hanya 
berkembang dikegiatan keuangannya secara capital sedangkan untuk riilnya 
                                                          
40
 Alifiyatul Mawahda Agustina, “Pengelolaan Hasil Jasa Pinjaman Di Unit Pengelola 
Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Tinjauan Maqashid 
Syariah”, Skripsi, tidak diterbitkan, Progam Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016, 
hlm. 57-60. 
41
 Alif Nanda Lusi, “Analisis Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas 
Secara Borongan Di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta”, Skripsi, tidak diterbitkan, Progam 
Sarjana IAIN Surakarta, Surakarta, 2018, hlm. 6-15. 
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masih belum. Selain itu, kajian ini berusaha menganalisis unsur-unsur SWOT 
pada konsep BUMDES, dan berusaha mempraktikkan teori Hukum Islam ke 
dalam unit usaha BUMDES yang biasanya dilakukan secara konvensional.
42
 
Dari kelima penelitian di atas terdapat kesamaan pembahasan penelitian 
yaitu sama-sama mengkaji masalah penerapan adanya Badan Usaha Milik 
Desa dan pemberdayaan masyarakatnya melalui simpan pinjamnya sedangkan 
perbedaan dari penelitian diatas adalah pada lokasi penelitian atau studi 
kasusnya. Selain itu perbedaannya dalam penelitian Nurul Azizah (2018) 
menjelaskan mengenai sistem hutang piutang dengan sistem tanggung renteng 
dan ditinjau dengan teori akad pertanggungan dalam Islam. Dalam Skripsi 
Mirza Iskandar Putra (2017) lebih menjelaskan mengenai pengentasan 
kemiskinan masyarakat melalui BUMDES yang dikaitkan dengan sistem 
ekonomi islamnya secara umum.  
Dalam penelitian Alifiyatul Mawahda Agustina (2016) membahas 
mengenai lembaga yang dikelola Pemerintah Desa tetapi bukan BUMDES. 
Selain itu lembaga tersebut mengelola keuangannya melalui simpan pinjam 
yang dikaitkan dengan tinjauan maqashid syariah. Perbedaan selanjutnya 
dalam skripsi Alif Nanda Lusi (2018) sama-sama membahas mengenai prinsip 
muamalah. Namun dalam penelitian tersebut dikaitkan dengan jual beli pakaian 
bekas sistem borongan di Pasar Notoharjo Semanggi Solo. Kemudian 
perbedaan yang terakhir pada penelitian Bambang menjelaskan mengenai 
adanya BUMDES ditinjau dari Ekonomi Islam bisnis yang berkaitan dengan 
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 Bambang, “Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu 
Kajian Implementer”, Jurnal Iqtisaduna, (UIN Alaudin), hlm. 1-3. 
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Peraturan Menteri tentang desa, serta dalam penelitian ini peneliti lebih 
terfokus pada pengembangan ekonomi secara riilnya yang dipraktikkan secara 
syariah jadi tidak hanya sektor keungannya saja. 
Kemudian, untuk penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan 
menjelaskan implementasi perkreditan dari BUMDES “Tirta Mandiri”. Selain 
itu, dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan kepada pengelolaan dana 
BUMDES melalui perkreditan yang dikelola oleh Desa Ponggok terhadap 
pemberdayaan ekonomi masyarakatnya lalu dikaitkan dengan akad qard}. 
 
G. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (Field 
Research) yaitu penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan cenderung 
menggunakan analisis dengan pendekatan sosiologis normatif.
43
 Dalam 
penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar 
fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori 
juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang 
penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Fokus dari 
penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan 
dengan pengelolaan perkreditan dalam hal kesejahteraan masyarakat Desa 
Ponggok.
44
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 Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014) 
hlm. 14. 
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 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 
2016), hlm. 4. 
23 
 
 
2. Sumber Data   
Sumber data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi 
menjadi dua kategori, yaitu :  
a) Sumber data primer  
Yaitu hasil temuan data di lapangan melalui wawancara dengan 
Pengurus BUMDES “Tirta Mandiri”, pihak yang melakukan perkreditan 
(karyawan dan Pemilik investasi di BUMDES “Tirta Mandiri”), dan  
Pemerintah Desa. 
b) Sumber data sekunder 
Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung dari 
masalah dalam penelitian ini. Data ini pada umumnya identik dengan 
data untuk membangun landasan teori.
45
 Berdasarkan pengertian tersebut, 
maka sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi data tertulis, 
berupa buku, jurnal ilmiah, penelitian ilmiah, sekaligus data-data yang 
berkaitan dengan penelitian ini guna menjadi referensi maupun sumber 
pelengkap penelitian. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penulis melakukan penelitian mengenai perkreditan Badan Usaha Milik 
Desa yang beralamat di Jalan Raya Ponggok, Desa Ponggok, Kecamatan 
Polanharjo, Kabupaten Klaten. Tepatnya dari Kota Klaten +15Km berada di 
sebelah Utara Kota Klaten, 10Km dari sebelah barat Jalan Raya Yogya-
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 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.  
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Solo. Penelitian ini dilakukan selama empat bulan dimulai dari tanggal 10 
November 2018 sampai dengan 27 Februari 2019. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a.  Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang 
diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk 
dijawab pada lain waktu.
46
  
Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan 
teknik semi terstruktur kepada pihak-pihak terkait yaitu Bendahara, 
Sekretaris, Admin BUMDES “Tirta Mandiri” Desa Ponggok, Kaur 
Pelayanan Masyarakat Desa Ponggok, Kaur keuangan desa, dan dua 
orang pihak yang melakukan perkreditan di BUMDES “Tirta Mandiri”. 
b. Dokumentasi 
Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 
catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan 
sebagainya, yang berhubungan dan mempunyai relevansi dengan 
masalah-masalah yang diteliti.
47
 Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan dokumentasi berupa rekaman wawancara, Data Monografi 
Desa Ponggok 2018, buku RPJMDES Desa Ponggok dan Buku Panduan 
BUMDES Desa Ponggok. 
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5. Teknik Analisis Data 
Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif, yakni data yang 
tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Untuk 
memperoleh kesimpulan yang valid. Maka dari itu, data kualitatif yang telah 
terkumpul tersebut dianalisa sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.
48
 
Adapun dalam penganalisaan data ini, penulis menggunakan sistem 
analisa data Miles dan Huberman, yaitu cara berfikir yang didasari oleh 
penelitian lapangan. Peneliti akan menggambarkan tentang pelaksanaan 
pengelolaan perkreditan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, 
apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dan teori qard} atau 
belum. 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran komprehensif berkenaan dengan penelitian 
ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:  
Bab I Pendahuluan  
Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, 
sistematika penulisan. 
Bab II  Konsep Prinsip Muamalah dan Qard} 
Berisi uraian tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan 
penelitian yaitu teori mengenai qard} dan juga prinsip-prinsip muamalah. Teori-
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teori tersebut diambil dari beberapa buku serta dijelaskan dari pengertian, 
rukun dan syarat, dasar hukum, selain itu dijelaskan mengenai perbedaan 
pendapat dalam teori tersebut. 
Bab III Pelaksanaan Unit Usaha Perkreditan BUMDES “Tirta Mandiri” 
Di Desa Ponggok 
Berisi uraian tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian dan 
data-data yang relevan dengan penelitian yang akan dianalisis. Data-data yang 
relevan tersebut maksudnya adalah gambaran umum Desa Ponggok, gambaran 
umum BUMDES “Tirta Mandiri”, mekanisme, unit usaha perkreditan dan 
pelaksanaan perkreditan di BUMDES “Tirta Mandiri” Desa Ponggok. 
Kemudian, menjelaskan mengenai kendala-kendala yang dialami oleh pihak 
BUMDES dalam pengelolaannya.  
Bab IV Analisis Pelaksanaan Prinsip Muamalah dan Qard} Dalam Unit 
Usaha Perkreditan BUMDES “Tirta Mandiri” Di Desa Ponggok 
Kabupaten Klaten  
Berisi uraian tentang analisis data dari pelaksanaan perkreditan di 
BUMDES “Tirta Mandiri” Desa Ponggok yang dihubungkan dengan teori-teori 
qard} dan prinsip muamalah. 
Bab V Penutup 
Berisi mengenai uraian yang terdiri dari kesimpulan seluruh pembahasan 
penelitian dan saran. Pada akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-
lampiran. 
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BAB II 
 
LANDASAN PRINSIP MUAMALAH DAN QARD{ 
 
 
A. Prinsip-Prinsip Muamalah 
1. Muamalah Dilakukan Atas Dasar Kerelaan 
Berbagai penjelasan tentang muamalah dimaksudkan agar dalam 
aktivitas muamalah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Adapun 
prinsip-prinsip  muamalah dalam Islam salah satu di antaranya  yaitu 
prinsip suka sama suka (‘an-tara>d}in). Prinsip ini menunjukkan bahwa 
segala bentuk aktivitas perdagangan dan muamalah tidak boleh dilakukan 
dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan paktik-praktik lain 
yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam 
transaksi ekonomi. 
Selaras dengan pendapat Wahbah al-Zuhaily dalam kitabnya al- 
Fiqh al-Islami wa Adillatuhu yang dikutip oleh Idris dari bukunya yang 
berjudul Hadis Ekonomi, menyatakan bahwa prinsip dasar yang telah 
ditetapkan Islam mengenai perdagangan adalah ‘an-tara>d}in (suka sama 
suka) hal itu sebagaimana dengan firman Allah Al-Qur‟an surah An-Nisa‟ 
ayat 29:
1
 
 
                                                          
1
 Idris, Hadis Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 179. 
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                    
                        
              
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang ba>t}il, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. 2 
Dari ayat tersebut dapat diartikan bahwa segala macam transaksi 
bisnis yang menguntungkan pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat 
saling rela pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Saling rela (suka sama 
suka) merupakan prinsip dasar dalam melaksanakan transaksi muamalah, 
baik peminjam, pemberi pinjaman, barang, maupun harga. Dalam arti, 
peminjam dan pemberi pinjaman harus sehat akal dan baligh.3 
Jadi jelas bahwa dalam pelaksanaan perkreditan tidak boleh ada 
unsur keterpaksaan atau di sisi lain salah satu merasa dirugikan, maka 
diantara kedua belah pihak harus sama-sama merasa untung dan didasari 
atas kerelaan atau suka sama suka. 
 
2. Prinsip Manfaat Mad}arat 
Secara tidak langsung agama Islam memperingatkan bahwa suatu 
bentuk muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan 
manfaat dan menghindari mad}arat dalam hidup masyarakat, dengan 
                                                          
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 
hlm. 153. 
3
 Idris, Hadis Ekonomi …, hlm. 179. 
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akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan 
masyarakat tidak dibenarkan. Misalnya, berdagang narkotika, ganja 
dan perjudian.
4
 
Menurut K.H Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya “Asas-asas 
Hukum Muamalat” dijelaskan bahwa dalam Hukum muamalat Islam 
mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
5
 
1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali 
yang ditentukan oleh Al-Qur„an dan sunah Rasul. 
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung 
unsur- unsur paksaan. 
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan 
manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. 
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, 
menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan 
kesempatan dalam kesempitan. 
Selain prinsip yang disebutkan di atas, agama Islam juga 
menganjurkan agar dalam bermuamalah memperhatikan prinsip 
maṣlaḥah. Maṣlaḥah adalah sesuatu yang ditunjukan oleh dalil hukum 
tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan 
manusia dalam rangka mencapai tujuan syara‟, yaitu memelihara agama, 
jiwa, akal, harta benda,  dan  keturunan.  Prinsip  maṣlaḥah.  merupakan  
                                                          
4
 Idris, Hadis Ekonomi …, hlm. 180. 
5
 K. H. Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 
hlm. 15-16. 
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hal  yang  paling esensial dalam muamalah.  Oleh karena itu, praktik 
hutang piutang yang tidak mendatangkan maṣlaḥah  kepada masyarakat 
harus ditinggalkan kerena tidak sesuai dengan syariat Islam.
6
 
 
3. Prinsip Larangan Berbuat Z{alim 
Dalam konteks muamalah, z{alim berarti melakukan sesuatu yang 
seharusnya tidak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang terlarang dan 
meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Z{alim bertentangan 
dengan syariat Islam, karena Islam selalu mengajarkan keadilan termasuk 
dalam hal muamalah.
7
 Perilaku z}alim tersebut berkaitan dengan beberapa 
kaidah seputar dharar yang pertama yaitu, la d}arara wa la d}ira>ra artinya 
tidak boleh melakukan kemudharatan dan jangan sampai dimudharatkan. 
Kedua, ad}-d}araru yuza>lu yaitu kemudharatan itu harus dihilangkan. 
Ketiga, ad}-d}araru la yuza>lu bimis\lihi yaitu kemudharatan tidak boleh 
dilakukan dengan kemudharatan yang sebanding. Landasan syara‟ dalam 
anti z}alim yaitu terdapat dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 188 
sebagai berikut;
8
 
             …     
                                                          
6
 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 9. 
7
 Imam Mustofa, Fiqh Mu‟amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 14. 
8
 Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2010), hlm. 59-60. 
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“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain 
di antara kamu dengan jalan yang ba>t}il…”9 
 Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa tidak boleh memakan 
harta sesama manusia dengan cara yang ba>t}il. Memakan tersebut dapat 
diartikan sebagai mengambil, atau menggunakan manfaat harta orang lain 
tanpa izin. Kemudian kata ba>t}il  berarti dengan cara yang diharkan seperti 
mengambil riba dari setiap pinjaman uang.
10
 
Oleh sebab itu, dalam kegiatan hutang piutang khususnya dalam 
pengambilan keuntungan haruslah berdasarkan syariat. Agar dapat 
menghindari adanya unsur kez}aliman. Karena kez}aliman merupakan 
kebalikan dari prinsip keadilan. Pelaku bisnis tidak sepatutnya menyakiti 
rekanan bisnisnya supaya tidak termasuk dalam orang-orang yang 
munafik yaitu ketika berkata berbohong, jika berjanji tidak ditepati dan 
apabila dipercayai menghianati. Jadi perilaku z}alim tersebut hendaknya 
dihapuskan seberapapun kecilnya, kemudian digantikan dengan sikap 
mulia yaitu jujur dan bertanggungjawab. 
 
4. Prinsip Larangan Garar 
Al-garar merupakan ketidakpastian. Dalam istilah transaksi 
muamalah ketidakpastian berarti terdapat sesuatu yang ingin 
disembunyikan oleh sebelah pihak sehingga dapat menimbulkan rasa 
ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain. Menurut Saiful 
                                                          
9
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an … , hlm. 280. 
10
 Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi … ,  hlm. 61. 
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Azhar Rosly menyatakan, “Garar yang dimaksud dalam pembahasan sah 
atau tidak sesuatu kontrak itu merujuk kepada risiko dan ketidakpastian 
yang berpuncak dari perbuatan manipulasi manusia mengakibatkan 
kemudharatan kepada pihak yang diz}alimi.11 
Garar merupakan semua bentuk kegiatan muamalah yang 
mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas 
yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang 
mengancam antara untung dan rugi, pertaruhan atau perjudian.
12
  
Salah satu konsep yang berkaitan dengan pembahasan garar yaitu 
Risk Concept. Maksudnya bahwa ekonomi itu dibedakan antara istilah 
ketidakapastian dan risiko. Risiko menguraikan situasi dimana 
kemungkinan dari suatu peristiwa (kejadian) dapat diukur. Karenanya, 
risiko ini dapat diperkirakan setidaknya secara teoritis.  
Dalam Islam risiko bisa terjadi dalam sistem profit share (bagi 
hasil) kontrak mudharabah dan musyarakah. Di dalamnya tidak terdapat 
suatu fixed and certain return sebagaimana konsep bunga, tetapi 
dilakukan loss and profit sharing berdasarkan produktivitas nyata dari 
dana tersebut. Pada dasarnya garar hukumnya dilarang dalam syari‟at 
Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam 
akad yang ada unsur gararnya itu hukumnya tidak boleh. Sebagaimana 
Hadits Rasulullah saw yang berbunyi sebagai berikut: 
                                                          
11
 M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 
2011), hlm.104. 
12
 Ibid., hlm. 105. 
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ََٗٓ  ُل ْٕ ُسَر  ِالل َّٗهَص  ُالل  ِّ ْٛ َهَع  َٔ  ّهَس َى  ٍْ َع  ِعْٛ َب  ِرَزَغَْنا  
“Rasulullah melarang jual beli yang mengandung garar”.13 
Dengan memperhatikan sejumlah definisi garar yang dikemukakan 
oleh pakar, kiranya dapat ditarik pemahaman mengenai garar yang 
mencakup tiga hal yaitu: 1) garar yang berkaitan dengan pihak berakad 
(‘a>qidain); 2) garar yang berkaitan dengan s}i<gat perjanjian; dan 3) garar 
yang berkaitan dengan objek akad. 
Garar dari segi subyek hukum (pihak yang berakad) dapat dianalisis 
dengan menggunakan empat hal yaitu: a) subyek hukum tidak mengetahui 
wujud/sifat objek akad, baik dari kualitas maupun kuantitas barangnya; b) 
subyek hukum mengetahui bahwa objek akad sudah ada pada saat akad 
dilakukan tetapi tidak pasti kualitas dan kuantitasnya; c) subyek hukum 
mengetahui objek akad pada saat akad karena telah wujud tetapi tidak 
memiliki pengetahuan cukup untuk menentukan kualitas bagian 
utamanya; d) garar berarti memanipulasi karena hanya menjelaskan 
keistimewaan tanpa menjelaskan kelemahannya.
14
 
Garar dari segi s}i<gat akad, setidaknya terjadi pada dua hal yaitu: 
garar yang terjadi multiakad (dua akad dalam satu perjanjian) dan garar 
yang terjadi pada akta/dokumen perjanjian.
15
 Kemudian yang terakhir 
                                                          
13
 Al-Asqalni, Ibnu Hajar, Fathul Bari: Syarah Shahih Muslim Terj. Abu Ihsan Al-Atsari, 
(Jakarta: Pustaka Imam Syafi‟I, Jilid 8), 2010. 
14
 Jaih Mubarok & Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian, 
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 199-200. 
15
 Ibid., hlm. 202. 
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yaitu garar dari segi objek akad, ada empat jenis disini yaitu sebagai 
berikut: 1) objek akad tidak wujud baik secara nyata maupun secara 
hukum pada saat akad dilakukan; 2) objek akad wujud baik secara nyata 
maupun secara hukum pada saat akad dilakukan tetapi tidak jelas/tidak 
pasti; 3) objek akad sudah wujud baik secara nyata maupun secara hukum 
pada saat akad dilakukan tetapi tidak jelas kesempurnaannya; dan 4) 
objek akad sudah wujud baik secara nyata maupun secara hukum pada 
saat akad dilakukan namun tidak dapat diserahterimakan.
16
 
Jadi, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa segala 
kegiatan muamalah harus di dasarkan pada prinsip yang berlaku. Karena 
dalam bermuamalah haruslah terdapat unsur saling menguntungkan dan 
tidak ada yang dirugikan. Selain itu juga, dalam akad tersebut harus jelass 
takarannya. 
 
5. Prinsip Larangan Riba  
Menurut etimologi, riba memiliki beberapa pengertian yaitu 
ziya>dah yang berarti bertambah dalam pengertian lain secara bahasa 
riba juga berarti tumbuh dan membesar.
17
 Sedangkan menurut 
terminologi ada beberapa pendapat mengenai riba. Oleh ilmu fikih riba 
dirumuskan sebagai tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak 
dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu.  
                                                          
16
 Jaih Mubarok & Hasanudin, Fikih Muamalah…, hlm. 203. 
17
 Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),  hlm. 57. 
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Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba 
adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui 
sama atau tidak menurut aturan syara‟ atau terlambat salah satunya. 
Kemudian, pendapat dari Syaikh Muhammad Abduh menyatakan 
bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan 
yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang 
meminjam hartanya (utangnya), karena pengunduran janji pembayaran 
oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.
18
 
Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa 
riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang 
yang sejenis atau transaksi tanpa disertai dengan imbalan, dan kelebihan 
tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Dengan demikian apabila 
kelebihan tersebut tidak disyaratkan dalam perjanjian maka tidak 
termasuk riba. 
Dasar hukum dari diharamkannya riba salah satunya terdapat dalam 
Al-Qur‟an dan Hadits. Dalam Al-Qur‟an yaitu dalam surah Al-Baqarah 
ayat 275 seperti berikut: 
   …         … 
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.19 
Sedangkan dari Hadits riwayat Muslim sebagai berikut: 
                                                          
18
 Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah” … , hlm. 58. 
19
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an … , hlm. 420. 
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 ٍْ َع   ِزباَج  َلَاق  ٍَ ََعن  ُلُٕسَر  ِ َّالل َّٗهَص  َّالل  ِّ ْٛ َهَع  َىَّهَس َٔ  َمِكآ  َب ِّزناا  َُّهِكْؤُي َٔ 
 َُِّبتاَك َٔ  ِّ ْٚ َذِْ اَش َٔ  َلَاق َٔ  ُْىْ   ءا َٕ َس  
Jabir berkata bahwa Rasulullah  Shallallahu 'alaihi wa sallam 
mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan 
orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau 
bersabda, "Mereka itu semuanya sama." (HR.Muslim) 
20
  
Dari kedua ayat di atas bahwa dapat dipahami terkait pengharaman 
riba, maka tidak bisa disangkal bahwa semua bentuk riba dilarang mutlak 
dalam Al-Qur‟an dan Hadits. Beberapa ayat dalam Al-Qur‟an secara 
tegas mengharamkan riba. Walaupun beberapa diantaranya yang 
diturunkan di Mekkah hanya mengindikasikan ketidaksenangan terhadap 
riba. 
Riba menurut Jumhur Ulama dibagi menjadi dua yaitu, Riba 
Fadhl yang berarti tambahan zat harta yang terdapat dalam kegiatan 
muamalah yang diukur dan sejenis. Kemudian yang kedua Riba 
Na>si’ah adalah suatu kegiatan muamalah yang pembayarannya 
diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya.
21
 
Di Indonesia, pengharaman riba telah ditetapkan melalui Fatwa 
MUI pada bulan Januari 2004. Berdasarkan Fatwa MUI No. 1 Tahun 
2004, dinyatakan bahwa  riba  adalah  tambahan (ziya>dah) tanpa 
imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang 
diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Na>si’ah. Riba 
                                                          
20
 Imam Husain bin Hujjaj an-Nasiburi, Shahih Muslim, Juz I Syirkah Ma‟arif Litthab „ina 
an-Nasyari, Bandung, hlm. 765.   
21
 Masjupri, Fiqh Muamalah 2, (Surakarta: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 
Surakarta, 2016), hlm. 92. 
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Na>si’ah tersebut dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan 
pembayaran bunga deposito, tabungan, giro, dan lain-lain.
22
 
Para Ulama telah berketetapan bahwa riba bukanlah sebuah 
perintah agama, melainkan juga merupakan bagian integral dari ekonomi 
Islam yang mencakup etos, tujuan, dan nilai-nilai di dalamnya. Kemudian 
dalam kaitannya dengan sistem keuangan syariah, jelas bahwa dalam 
sistem keuangan ini sedikitpun tidak membenarkan apalagi 
menganjurkan riba.
23
 
Dalam akad hutang piutang riba ini dapat dikategorikan ke dalam 
riba qard}. Jadi, akad qard} dapat diartikan sebagai perjanjian para pihak 
yang bersangkutan untuk melakukan utang piutang yang wajib 
dikembalikan (pokoknya saja) pada waktu yang telah disepakati.
24
 Dari 
segi sifatnya akad qard} termasuk kedalam akad tabarru’ (sosial), yaitu 
akad yang tujuannya untuk menolong pihak lain (bukan dengan tujuan 
untuk mendapatkan keuntungan). 
 
6. Prinsip Larangan Maysir 
Maysir secara bahasa adalah judi pada masa jahiliah. Maysir juga 
sering diistilahkan dengan juzur (رزج), siha>m (وآس), dan nard (دزَ). 
Secara harfiah maysir bermakna judi (spekulasi).
25
 Dalam terminologi 
                                                          
22
 Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga, hlm. 434. 
23
 Muhammad Arif Fadhillah Lubis, “Prinsip Dasar Muamalah Keuangan Syariah”, Jurnal,  
2017, hlm. 7. 
24
 Jaih Mubarok & Hasanudin, Fikih Muamalah …, hlm. 102. 
25
 M Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Ekonomi… hlm. 108-110. 
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muamalah, maysir berarti untung-untungan atau perjanjian untung-
untungan. Adapun dalam pengertian maysir, sebagaimana dijelaskan oleh 
pakar hukum Islam, adalah: 
a. Imam Syafi‟I menjelaskan bahwa maysir merupakan kegiatan yang 
mengharuskan pelakunya kehilangan harta miliknya atau 
mendapatkan harta dari pihak lain. 
b. Imam Jashash menjelaskan bahwa maysir merupakan proses 
pemilikan harta melalui penipuan/manipulasi dan/atau untung-
untungan. 
c. Imam Ibn Abi Syaibah dan Imam Thabari menjelaskan bahwa setiap 
perbuatan hukum yang termasuk untung-untungan, manipulasi, 
dan/atau penipuan adalah maysir.
26
 
Kemudian, jika dilihat dari segi keuangan maysir hanya 
membendung uang di kalangan tertentu sehingga tidak produktif dan tidak 
mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil.
27
 Landasan 
diharamkannya maysir antara lain adalah firman Allah surat Al-Maidah 
ayat 90: 
                       
                    
“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 
                                                          
26
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adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan 
itu agar kamu mendapat keberuntungan.”28 
Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa maysir diharamkan 
secara tegas dalam Al-Qur‟an. Selain diharamkan, maysir dalam Al-
Qur‟an dijelaskan mengenai dampaknya secara vertikal dan horizontal. 
Secara vertikal, maysir dapat melalaikan pelakunya dari zikir kepada Allah 
dan lalai akan shalat. Sedangkan secara horizontal, maysir dapat 
melahirkan permusuhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak akan ada 
maysir (untung-untungan) tanpa didahului dengan tindakan atau perbuatan 
hukum yang mengandung garar.29 
 
7. Prinsip Jujur dan Dapat Dipercaya 
Kejujuran menjadi kunci dalam bermuamalah. Namun demikian, 
kejujuran dalam bermuamalah, khususnya dalam berbisnis menjadi suatu 
yang sangat berat. Terlebih bila bisnis hanya berorientasi keuntungan 
duniawi. Prinsip jujur dan dapat dipercaya harus menjadi pegangan bagi 
para pelaku bisnis, agar bisnis yang dijalankan tidak hanya mendapatkan 
keuntungan duniawi, akan tetapi mendapatkan keuntungan ukhrawi.
30
 
Tanpa adanya prinsip jujur dan dapat dipercaya dalam berbisnis 
maka rentan terhadap penipuan dan kez}aliman terhadap salah satu pihak. 
Hal ini tentunya akan dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Oleh karena 
itu, ajaran Islam melalui ulama menetapkan prinsip jujur dan dapat 
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dipercaya dalam bermu‟amalah. Dapat dipercaya berarti konsisten dan 
konsekuen serta bertanggungjawab dalam bermuamalah. Landasan prinsip 
ini terdapat dalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut: 
 ...                             ... 
“… akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya)…”31 
Dengan demikian menurut uraian di atas secara garis besar, 
prinsip-prinsip muamalah dapat di kategorikan dalam empat aspek sebagai 
berikut: 
1. Aspek Kerelaan  
2. Aspek Manfaat Madharat 
3. Aspek Memelihara Keadilan, Menghindari Unsur-Unsur Yang 
Dilarang 
4. Aspek Motivasi Bisnis 
B. Pengertian Qard} 
Qard} secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari qarad}a asy-syai’-
yaqrid}uhu, yang mempunyai arti sebagai dia yang memutusnya.32 Sedangkan 
secara terminologis qard} berarti memberikan harta kepada orang yang akan 
                                                          
31
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memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.
33
 Jadi, harta 
yang diberikan kepada seseorang yang berhutang itu disebut dengan qard}. 
Karena harta tersebut merupakan potongan dari harta seseorang yang telah 
memberikan hutang (kreditur). Kemudian, kata tersebut saat ini kerap 
digunakan dalam bahasa sehari-hari yang berarti dengan pinjam-meminjam.
34
 
Qard} atau hutang piutang dalam pengertian umumnya mirip dengan jual 
beli, karena qard} merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan 
harta.
35
 Adapun istilah qard} di definisikan oleh Hanafiah sebagaimana dikutip 
oleh Drs. H. Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya Fiqh Muamalat yaitu:  
  ٙ ِهْثِي  لاَي ٍْ ِي ِّ ْٛ ِطُْعت اَي َٕ ُْ ُضَْزقَْنا   ذْقَع َٕ ُْ َٖزُْخأ  ةَرَابِِعب ْٔ َأ ،ُِاَضَاَقَتِتن
 َُّهْثِي َّدَُزِٛن َزَخِلأ  ٙ ِهْثِي  لاَي ِعْف َد َٗهَع ُّدَُزٚ  ص ْٕ ُصْخَي 
“Qard} adalah harta yang diberikan kepada orang lain untuk kemudian dibayar 
atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qard} adalah suatu 
perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk 
kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya”.36 
Kemudian menurut Sayyid Sabiq memberikan definisi qard} sebagai 
berikut:  
 ُضَْزقَْنا  َٕ ُْ  ُلا ًَ ْنا  ْ٘ ِذَّنا  ِّ ْٛ ِطُْعٚ  ُضِزْق ًُ ْنا  ِضَِزتْق ًُ ِْهن  َّدَُزِٛن  َُّهْثِي  ِّ ْٛ َِنإ  َذُْ ِع  
 ِّ ِتَرُْذق  ِّ ْٛ َهَع  
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“Al-qard} adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqrid}) kepada 
penerima utang (muqtarid}) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqrid}) 
seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya”.37 
Menurut Madzhab Hanbali sebagaimana yang dikutip oleh Masjupri 
memberikan definisi qard} sebagai berikut: 
“Pembayaran utang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat 
dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya”. 38 
Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, dapat diambil intisari 
bahwa qard} diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam 
hal ini qard} diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain 
yang nanti harus dikembalikan. 
 
C. Dasar Hukum Qard} 
Dasar disyari‟atkannya qard} (hutang piutang) adalah Al-Qur‟an, Hadits, 
dan Ijma‟. 
1. Dasar dari Al-Qur‟an adalah firman Allah yang terdapat dalam surah Al-
Baqarah ayat 245. 
                       
   … 
“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 
baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat 
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak …”39 
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 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid V, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: 
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2. Dasar dari Hadits adalah riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu 
Rafi‟Radhiyallahu „anh sebagaimana yang dikutip dalam Kitab terjemahan 
Sayyid Sabiq yaitu: 
 ٌَّ َأ  َل ْٕ ُسَر الل َّٗهَص  ُالل  ِّ ْٛ َهَع  َّهَس َٔ َى ا ََفهَْستْس  ٍْ ِي   مُجَر ،اًزَْكب 
 ْتَيَِذَقف  ِّ ْٛ َهَع   ِمِبإ  ٍْ ِي  ِِمِبإ  َِتقَذ َّصنا  َزََيَأف َاَبأ   ِعفاَر  ٌْ
َأ  َٙ ِضَْقٚ  َمُج َّزنا 
 َُِزَْكب  َعَجََزف  ِّ ْٛ َِنإ  ْٕ َُبأ   ِعفاَر  َلَاَقف  : َْىن  ْذَِجأ َآْٛ ِف  َِّلإ اًرَاِٛخ ،ًاِٛعَابَر 
 َلَاَقف (( : ِّ ِطَْعأ  ُِاَِّٚإ  ٌَّ ِإ  َرَاِٛخ  ِساَُّنا  ُْىَُُٓسَْحأ  ًءاََضق ))  
 “Sesungguhnya Rasulullah Shallahu „alaihi wa sallam berhutang seekor 
unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau 
seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi‟ untuk 
membayarkan unta muda laki-laki itu. Abu Rafi‟ kembali kepada beliau 
dan berkata, „saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali 
unta yang usianya menginjak tujuh tahun.‟ Beliau menjawab, „Berikan 
unta itu kepadanya karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang 
paling baik dalam membayar hutang.”(HR. Muslim).40 
3. Dasar dari ijma‟ adalah bahwa semua kaum muslimin telah sepakat 
dibolehkannya hutang piutang.
41
  
 
D. Hukum Qard} 
Tidak semua pinjam-meminjam dibolehkan karena mengandung hukum 
taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang 
haram. Pertama, Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai 
kebutuhan mendesak, sedangkan orang yang dihutangi adalah orang kaya, 
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maka yang kaya itu wajib memberinya hutang. Hal tersebut diperbolehkan atas 
dasar saling ridha. 
Kemudian yang kedua jika pemberi hutang mengetahui bahwa 
penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan 
makruh. Maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan 
kondisinya. Ketiga, jika seorang yang berhutang bukan karena adanya 
kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya 
karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi 
hutang kepadanya adalah mubah. 
Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti 
jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat 
menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri 
penghutang, maka ia tidak boleh berhutang.
42
 Seseorang wajib berhutang jika 
dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti 
untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan. 
 
E. Rukun dan Syarat Qard} 
1. ‘A<qidain (Dua pihak yang melakukan akad) 
a) Syarat pemberi hutang adalah orang yang secara hukum mempunyai 
hak untuk berderma, sehingga orang tersebut tersmasuk orang yang 
merdeka, baligh, berakal sehat dan mumayiz. 
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b) Syarat bagi pihak yang berhutang adalah pihak yang mempunyai 
kelayakan untuk melakukan transaksi dan kelayakan membelanjakan 
harta secara lisan yakni merdeka, baligh dan berakal sehat.43 
2. Harta yang dihutangkan  
Syarat harta yang dihutangkan adalah: 
a) Harta yang ada padanannya di pasar, yang tidak terdapat perbedaan 
nilai. Seperti uang, barang yang bisa ditakar, ditimbang, dan dihitung. 
b) Harta yang dihutangkan berupa benda 
c) Harta yang dihutangkan diketahui kadarnya dan sifatnya. 
3. Adanya ijab dan qabul (S}i<gat)44 
 
F. Beberapa Permasalahan Dalam Qard} 
1. Kekuatan Hukum Transaksi Qard} 
Qard} adalah transaksi yang berkekuatan hukum mengikat antara 
kedua belah pihak. Maksudnya ketika pemberi hutang, telah hartanya 
untuk dihutangkan maka ia tidak boleh menariknya kembali. Kemudian 
bagi penghutang, ia boleh mengembalikan atau membayar hutangnya 
kapanpun ia mau (maksimal pada saat jatuh tempo yang telah disepakati 
antara kedua pihak).
45
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2. Syarat Tempo Qard} 
Mayoritas Ulama berpendapat bahwa tidak sah mensyaratkan adanya 
tempo dalam qard} dan tidak mengharuskan hal itu. Hal ini dikarenakan 
qard} merupakan hutang secara kondisional, sedangkan kondisi tidak dapat 
dibatasi waktu sehingga syarat adanya tempo tidak sah (b}a>til) dan tidak 
harus dilakukan jika mensyaratkan tempo. 
Adapun pendapat yang dikutip oleh Prof. Dr. Abdullah bin 
Muhammad Ath-Thayyar, dkk dalam buku Ensiklopedi Fiqih Muamalah 
sebagai berikut: 
“Bahwa dibolehkan mensyaratkan tempo dalam qard}. Demikian ini 
merupakan pendapat Malik dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam 
Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-„Utsaimin, dan 
Syaikh Shalih al-Fauzan”.46  
 
 
3. Kredit Bank 
Kredit bank ada beberapa macam, yaitu kredit jangka panjang, 
menengah, dan pendek. Kreditor mengajukan kredit sejumlah uang dengan 
memilih salah satu dari tiga alternatif tersebut untuk pembayarannya 
dengan konsekuensi memberi kompensasi bunga tertentu. Menurut hukum 
Syar‟i sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-
Thayyar, dkk adalah:  
“Tidak boleh melakukan transaksi al-qard} (hutang piutang) dengan bank 
dalam bentuk apa pun jika ditetapkan suku bunganya karena termasuk 
riba yang diharamkan”.47 
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4. Tambahan Pada Qard} 
Ada dua macam penambahan pada qard} yaitu sebagai berikut:48 
a) Penambahan yang disyaratkan.  
Penambahan ini dilarang berdasarkaan ijma‟. Begitu juga manfaat 
yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi hutang kepadamu 
dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati 
rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya.  
b) Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, 
maka demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik 
berdasarkan hadits yang dikemukakan di dasar hukum al-qard}. 
 
G. Resiko Dalam Akad Qard} 
Masalah yang sering muncul dalam akad qard} adalah:49 
1. Keterlambatan/penangguhan membayar 
Pada prinsipnya dalam segala bentuk akad, kedua belah pihak harus 
konsisten dengan setiap ketentuan yang telah disepakati bersama. 
Termasuk dalam hutang piutang, pihak yang berhutang harus senantiasa 
menepati janjinya untuk membayar hutang setelah jatuh tempo atau waktu 
yang telah disepakati. Namun, apabila pihak penghutang pada waktu yang 
telah disepakati belum mampu membayar, maka pemberian tenggang 
waktu sangat dianjurkan. 
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2. Benar-benar tidak mampu untuk membayar (pailit) 
Dalam hal ini Islam telah menganjurkan untuk membebaskan 
sebagian atau keseluruhan (menshadaqahkan) sebagimana firman Allah 
dalam surah Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut: 
                      
            
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 
tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.50     
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BAB III 
 
PELAKSANAAN UNIT USAHA PERKREDITAN BUMDES “TIRTA 
MANDIRI” DI DESA PONGGOK KABUPATEN KLATEN 
 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Singkat Desa Ponggok 
Awal mula dari Desa Ponggok ini adalah berawal dari para pini 
sepuh (nenek moyang terdahulu) yang memperkirakan Umbul Ponggok 
akan menjadi sebuah telaga yang sangat besar, dan bisa menggenangi 
pemukiman penduduk disekitarnya. Sebab mereka mempercayai ada 
sebuah firasat munculnya sepasang ikan menyerupai gereh pethek (ikan 
berwujud kepala dan duri). 
Guna mengantisipasi agar sumber air di Umbul Ponggok tersebut 
tidak membesar, oleh nenek moyang jaman dahulu kemudian diadakan 
pertunjukkan ledhek yang diiringi gamelan komplit beserta yogonya 
(penabuh). Namun anehnya sebelum pertunjukan dimulai, waranggono 
beserta gamelannya hilang secara tiba-tiba. Tidak diketahui apa yang 
menyebabkan hal itu terjadi, kemudian datang seekor burung Pungguk 
besar yang hinggap di plogrok (pojok pohon gayam). Dengan bahasa 
isyarat, burung Pungguk tersebut bisa menunjukkan keberadaan salah satu 
alat gamelan yang menyerupai gong menyumbat sebagian mata air. 
Bahkan sampai saat ini benda yang berupa batu gong tersebut 
masih utuh terpelihara dengan baik. “Untuk mengingat peristiwa tersebut, 
kemudian oleh para pini sepuh Desa ini dinamakan Kampung Ponggok.     
51 
 
 
Sampai sekarangpun mata air yang disebut Umbul Ponggok digunakan 
untuk mandi bahkan dipercayai oleh masyarakat luas merupakan sumber 
mata air yang suci dan bisa membawa berkah,”. 
Sugeng Raharjo mengatakan, pada masa penjajahan Belanda, Desa 
Ponggok pernah dijadikan sebuah kota kawedanan (wilayah administrasi 
kepemerintahan yang berada di bawah Kabupaten dan di atas Kecamatan). 
Karena lokasinya yang strategis dan berpotensi, maka dibangunlah sebuah 
Pabrik Tebu yang dikelilingi bangunan loji besar dan sangat megah 
menghadap ke timur bersebelahan dengan Umbul yang ditandai dengan 
Prasasti Bunga Tanjung. “Hingga saat ini prasasti tersebut juga masih utuh 
untuk hiasan di depan SDN Ponggok. Tempat kantor telepon dan rel jalan 
lori pengangkut tebu juga tampak melintasi areal persawahan. 
Perkembangan terakhir pabrik gula di Ponggok digunakan sebagai gudang 
sedang, pabriknya berada di wilayah Kecamatan Karanganom,”.1 
 
2. Kondisi Geografis 
Secara geografis Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten 
Klaten terletak kurang lebih 4 Kilometer dari Ibu Kota Kecamatan 
Polanharjo, kurang lebih 15 Kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Klaten. 
Jarak dari Pusat Propinsi 101 Kilometer yang terdiri dari 3 Dusun dan 
merupakan desa yang mudah di jangkau. Adapun luas dan batas wilayah 
Desa Ponggok adalah sebagai berikut:  
                                                          
1
 Sugeng Raharjo, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Wawancara Pribadi, 2 November 
2018, jam 10.30-11.00 WIB. 
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Luas wilayah Desa Ponggok  : 77.2255 Hektar 
Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Desa Cokro, Kecamatan Tulung 
Sebelah Selatan : Desa Jeblog, Kecamatan Karanganom 
Sebelah Barat  : Desa Dalangan, Kecamatan Tulung 
Sebelah Timur  : Desa Nganjat, Kecamatan Polanharjo 
Ketinggian tanah dari permukaan laut : 156 Meter 
2
 
 
3. Kondisi Demografis 
Jumlah penduduk Desa Ponggok menurut jenis kelamin pada tahun 
2018 sebesar 2.131 jiwa dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1 
Jumlah Penduduk Desa Ponggok 
 
No. Jenis Kelamin Jumlah 
1. Laki-laki 1061 Orang 
2. Perempuan 1070 Orang 
       Jumlah Keseluruhan           2.131 Orang 
Sumber Data: Arsip Data Desa Tahun 2018 
Hingga tahun 2018 tercatat jumlah peduduk di Desa Ponggok 
sebesar 2.131 jiwa. Dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebesar 662 
KK. Secara rinci klasifikasi penduduk menurut kelompoknya ialah sebagai 
berikut: 
Jumlah penduduk menurut Kewarganegaraan 
WNI (Warga Negara Indonesia) : 2.131 orang 
                                                          
2
 Buku Data Monografi Desa Tahun 2018 
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WNA  (Warga Negara Asing)      : - 
 
4. Kondisi Sosial Ekonomi 
Keadaan ekonomi erat kaitannya dengan sumber mata pencaharian 
penduduk dan merupakan jantung kehidupan bagi manusia. Setiap orang 
senantiasa berusaha mendapatkan pekerjaaan sesuai dengan bidang dan 
keahlian masing-masing. Dari jumlah penduduk 2.131 jiwa yang usia 
tenaga kerja berkisar umur 15-57 tahun ke atas sebesar 1.259 jiwa. Secara 
umum dapat dijelaskan bahwa Desa Ponggok bermata pencaharian sebagai 
Swasta/Karyawan Swasta tetapi ada juga yang bekerja sebagai Pedagang, 
Buruh, Pertukangan, Pegawai Negeri Sipil dan lain sebagainya. 
Tabel 2 
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok 
 
No. Jenis Pekerjaan Jumlah 
1. Karyawan 
a. Pegawai Negeri Sipil 
b. ABRI/Kepolisian RI 
c. Swasta/Karyawan Swasta 
d. Buruh Harian Lepas 
e. Honorer/Guru 
 
29 Orang 
4 Orang 
525 Orang 
235 Orang 
25 Orang 
2. Wiraswasta/Pedagang 291 Orang 
3. Tani 42 Orang 
4. Pertukangan 25 Orang 
5. Buruh Tani 30 Orang 
6. Pensiunan 24 Orang 
7. Nelayan -  
8. Pemulung -  
9. Jasa 19 Orang 
10 Dokter, Perawat, Bidan 10 Orang 
11. Ibu Rumah Tangga 149 Orang 
12. Pelajar 502 Orang 
Total Keseluruhan 1.910 Orang 
Sumber Data: Arsip Data Desa Tahun 2018 
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5. Kondisi Sosial  Budaya 
Rumah adalah tempat berlindung dan berkumpul bagi keluarga 
setelah melakukan aktivitas sehari-hari. Maka rumah yang baik adalah 
rumah yang memenuhi syarat kesehatan bagi masayarakat. Dari jumlah 
penduduk 2.131 jiwa penduduk yang beragama Islam sebanyak 99,5%.
3
 
Suasana kehidupan beragama bagi masyarakat Desa Ponggok cukup baik, 
rukun, tenang dan tentram, saling menghormati, tolong menolong, dalam 
menghadapi permasalahan yang timbul ataupun dalam menghadapi 
musibah dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh musibah 
kematian dan sebagainya. 
Tabel 3 
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk 
1. Pendidikan Anak Usia Dini 39 Orang 
2. Taman Kanak-kanak 88 Orang 
3. Belum Tamat SD 205 Orang 
4. Sekolah Dasar 356 Orang 
5. SMP/SLTP 275 Orang 
6. SMA/SLTA 740 Orang 
7. Akademi/D1 84 Orang 
8. Sarjana (S1-S3) 185 Orang 
9. Pondok Pesantren 1 Orang 
10. Sekolah Luar Biasa 1 Orang 
Jumlah Keseluruhan 1.974 Orang 
Sumber Data: Arsip Data Desa Tahun 2018 
 
 
 
                                                          
3
 Buku Data Monografi Desa Tahun 2018 
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B. Gambaran Umum BUMDES “Tirta Mandiri” Desa Ponggok 
1. Organisasi 
Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan, Pemerintah Desa 
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan 
masyarakat dilakukan melalui kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah 
Desa Ponggok telah membuat Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 
Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDES).
4
 Tugas dan tanggungjawab badan pengurus dan 
pengelola yaitu melaksanakan kegiatan usaha dan unit-unit kegiatan usaha 
Badan Usaha Milik Desa dan melaporkan kemajuan dan perkembangan 
kepada Badan Pengawas/Komisaris dan Pemerintah Desa Ponggok.
5
 
Bagan 1 
Struktur Organisasi Pengelola BUMDES “Tirta Mandiri” 
 
Sumber: Arsip Data BUMDES “Tirta Mandiri” 
                                                          
4
 Junaedi Mulyono, Buku Panduan BUMDES “Tirta Mandiri”, (tidak diterbitkan), hlm. 1. 
5
 Ratih Ayu Dwi Ratnawati, Kaur Keungan (Bendahara) Desa Ponggok, Wawancara 
Pribadi, 4 Desember 2018, jam 10.05 – 10.55 WIB. 
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Dari struktur di atas dapat diketahui bahwa pembentukan BUMDES 
“Tirta Mandiri” dibentuk dengan rinci dan benar-benar membutuhkan 
persetujuan dari berbagai pihak. Pada awal berdirinya BUMDES “Tirta 
Mandiri” ini mendapatkan penyertaan modal dari pihak Pemerintah Desa 
Ponggok sebesar Rp 100.000.000-, (seratus juta rupiah). Dana tersebut 
diberikan pada BUMDES untuk selanjutnya dikelola 50% untuk 
operasionalnya dan 50% untuk modal kredit.  
Pada awal berdirinya BUMDES ini karyawan pada saat itu hanya 
berjumlah tiga orang hingga kini menjadi 70 (tujuh puluh) orang karyawan. 
Kelembagaan pada BUMDES Tirta Mandiri ini didasarkan oleh analisa 
kebutuhan dan penyesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku 
serta dilakukan pengembangan secara konsisten dan juga berkelanjutan. 
Semakin berkembangnya usaha BUMDES tersebut, maka pihak 
BUMDES “Tirta Mandiri” mengelola keuntungannya dengan cara 
pengembangan asset yang awalnya perkreditan berkembang menjadi Asset 
Bogo Raharjo, Asset Homestay Tirta Mandiri, dan Asset Pusat Study Desa.  
Selanjutnya, untuk pembagian dana BUMDES dari tiap asset tersebut belum 
ada secara jelas khususnya di unit usaha perkreditannya.
6
 
 
 
 
                                                          
6
 Rini, Bendahara BUMDES “Tirta Mandiri” Desa Ponggok, Wawancara Pribadi, 7 
Februari 2019, jam 10.00 - 11.00 WIB. 
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2. Tujuan Pembentukan 
Dalam Anggaran Dasar BUMDES “Tirta Mandiri” sebagai usaha 
desa, pembentukan BUMDES ini bertujuan untuk: 
a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa. 
b. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwira 
usaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah. 
c. Mendorong berkembangnya usaha kecil untuk penyerapan tenaga kerja 
bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruurh-pengaruh 
rentenir.
7
 
Adapun sasaran yang ingin dituju oleh BUMDES “Tirta Mandiri” 
sebagaimana dalam Anggaran Dasar adalah pemberdayaaan ekonomi 
masyarakat melalui BUMDES yang dijelaskan sebagai berikut: 
a. Terlayaninya masyarakat di Desa Ponggok dalam pengembangan unit-
unit usaha. 
b. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian 
masyarakat Desa Ponggok sesuai dengan potensi desa dan keputusan 
masyarakat.
8
 
Dengan adanya maksud, tujuan dan sasaran dalam kelembagaan dan 
kegiatan BUMDES “Tirta Mandiri” tersebut. Maka akan menjadi sebuah 
dasar pemahaman bersama bagi para pelaku di BUMDES “Tirta mandiri” 
dan memberikan pemahaman bersama juga pada masyarakat Desa Ponggok, 
                                                          
7
 Yaya, Staff Admin BUMDES “Tirta Mandiri” Desa Ponggok, Wawancara Pribadi, 29 
November 2018, 12.55 – 13.41 WIB. 
8
 Ibid. 
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akan arti pentingnya BUMDES sebagai salah satu komponen desa yang 
berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan-
kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal yang ada di Desa Ponggok. 
 
3. Struktur Organisasi 
Struktur Kepengurusan BUMDES “Tirta Mandiri” Desa Ponggok 
Bagan 2  
Struktur Kepengurusann BUMDES “Tirta Mandiri” di Desa 
Ponggok 
 
Sumber: Arsip Data BUMDES “Tirta Mandiri” 
 
 
Keterangan:
9
 
a. Direktur Utama bertugas sebagai berikut: 
1) Memutuskan dan menentukan peraturan serta kebijakan tertinggi 
usaha, 
                                                          
9
 Buku Panduan Pengelolaan dan Perencanaan Usaha BUMDES Tirta Mandiri Desa 
Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. 
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2) Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan usaha, 
3) Bertanggung jawab atass kerugian yang dihadapi oleh tempat usaha 
termasuk juga keuntungan usaha itu sendiri 
b. Direktur Pengembangan 
1) Melaksanakan penyusunan dan konsep progam kerja, 
2) Melaksanakan analisis kebutuhan pegawai. 
3) Melaksanakan penyusunan pedoman perencanaan dan pengadaan 
sumber daya manusia. 
4) Memantau seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan strategi 
usaha. 
c. Sekretaris  
1)  Menyiapkan agenda rapat, 
2) Menerima panggilan masuk dan keluar, 
3) Menjadi server dari semua data valid yang dimiliki oleh unit 
usahadan pengarsipannya,  
4) Menjadi notulen rapat, dan  
5) Mengurus surat masuk dan keluar mengenai usaha. 
d. Bendahara 
1) Memegang dan mengontrol arus keuangan unit usaha,   
2) Pemegang kebijakan umum keuangan organisasi,  
3) Membuat laporan keuangan unit usaha,  
4) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya 
kepada Direktur Utama 
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e. Manager Operasional 
1) Mengelola dan mengarahka tim operasi untuk mencapai target bisnis 
2) Membantu untuk mengembangkan atau memperbarui prosedur 
operasi standar untuk semua kegiatan operasional 
3) Membangun hubungan yang kuat dengan menangani masalah dan 
keluhan klien 
4) Membantu mengembangkan usaha 
f. KORLAP Ponggok Ciblon bertugas untuk melaksanakan pengawasan, 
meneliti dan memberikan pengarahan-pengarahan teknis dalam rangka 
pelaksanaan usaha. 
g. Kepala Toko Desa bertugas untuk menjaga toko tetap kondusif, 
memperhatikan tata letak/display, mencapai target usaha. 
h. Marketing all unit bertugas untuk melakukan pemasaran unit usaha 
BUMDES “Tirta Mandiri”, baik secara online maupun secara offline. 
Selain itu juga bertugas untuk mencapai target usaha yang diinginkan. 
 
4. Visi Misi 
a. Visi 
Menjadi Desa Wisata yang mandiri, mampu dalam pengelolaan 
potensi desa dan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan 
masyarakat yang sejahtera, berkualitas, berbudaya, maju, adil, 
demokratis, dan peduli terhadap lingkungan. 
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b. Misi 
1) Mengembangkan aset yang ada untuk terus dapat dimaksimalkan 
sebagai sumber pendapatan desa yang berkelanjutan 
2) Mempu menganalisa potensi, peluang dan tantangan untuk 
menyusun rencana usaha yang mengikuti trend pasar atau 
menciptakan pasar baru. 
3) Peningkatan kinerja dan kapasitas sumber daya masyarakat di 
BUMDES untuk dapat tercapainya BUMDES yang handal dan 
terpercaya. 
4) Strategi promosi produk barang dan jasa efektif untuk menarik atau 
menumbuhkkan kepercayaan investor untuk penanaman modal di 
BUMDES dengan pembagian hasil yang rasional.
10
 
 
C. Unit Usaha Perkreditan BUMDES “Tirta Mandiri” 
BUMDES “Tirta Mandiri” yang beralamat Desa Ponggok ini berdiri pada 
tanggal 15 Desember 2009 dengan landasan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 
2009. Pendirian BUMDES ini mendapatakan modal awal Rp 100.000.000,- 
(Seratus Juta Rupiah) dari Pemerintah Desa Ponggok. Dana tersebut kemudian 
Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) untuk bayar lunas hutang warga 
yang terjerat rentenir. Lalu Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk 
penegelolaan air bersir di Umbul Ponggok.
11
 
                                                          
10
 Yaya, Staff Admin BUMDES “Tirta Mandiri” Desa Ponggok, Wawancara Pribadi … . 
11
 Sugeng Raharjo, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Wawancara Pribadi … . 
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Pada saat itu warga yang ditalangi bayaran ke rentenir tersebut 
mengembalikan pinjaman dengan cicilan ke BUMDES dengan biaya sangat 
ringan. Namun, banyak yang tidak melunasinya hingga pada akhirnya 
BUMDES mengalami kendala. Akan tetapi, setelah satu tahun berjalan pada 
Tahun 2010 BUMDES mengalami laba Rp 100.000.000,- (Seratus Juta 
Rupiah) yang kemudian disetor sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) 
sebessar 30% sisanya untuk pengembangan dan operasional BUMDES. 
Seiring berjalannya waktu laba yang dihasilkan oleh BUMDES juga 
semakin berkembang. Hingga pada Tahun 2017 laba yang dihasilkan yaitu 12 
M (Miliar) dan karyawan yang semakin meningkat hingga kini 70 (Tujuh 
Puluh) orang karyawan.
12
 Dengan penghasilan yang mencapai belasan miliar 
rupiah tersebut, BUMDES “Tirta Mandiri” tidak lupa terhadap masyarakatnya. 
Sebesar 30% untuk disetor di kas desa, 15% untuk CSR (Corporate Sosial 
Resonsibility), 15% untuk operasional, 20% untuk pengembangan, 10% untuk 
cadangan modalnya, dan 10% dari laba bersih untuk membackup premi BPJS 
warga Desa Ponggok dengan status kelas 2.
13
Jadi dapat dikatakan bahwa 
modal perkreditan yang awalnya dari penyertaan dana desa sebesar Rp 
100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), kini berkembang lagi sesuai dengan laba 
yang diperoleh BUMDES “Tirta Mandiri”.  
Menurut pernyataan dari Ibu Rini selaku Bendahara, bahwa yang 
melakukan perkreditan adalah karyawan BUMDES “Tirta Mandiri” dan 
                                                          
12
 Rini, Bendahara BUMDES “Tirta Mandiri” Desa Ponggok, Wawancara Pribad … . 
13
 Afri Aulia Rahman, “Akuntabilitas Dana Desa Terkait Perekonomian BUMDES Tirta 
Mandiri di Desa Ponggok” dikutip dari https://www.kompasiana.com diakses 12 Juni 2019. 
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pemilik investasi yang masing-masing pekerjaannya adalah pedagang. Dari 
total seluruh peminjam tidak semua karyawan BUMDES “Tirta Mandiri” dan 
pemilik investasi melakukan perkreditan tersebut. Akan tetapi hanya 10% saja 
untuk total seluruh karyawan dan 10% untuk total pedagang yang melakukan 
investasi.
14
 
Jika dihitung maka total peminjam perkreditan di BUMDES “Tirta 
Mandiri” dari kategori karyawan yaitu hanya 7 (Tujuh) orang yang berasal dari 
10% jumlah karyawan . Sedangkan dari kategori pemilik investasi yang rata-
rata pekerjaannya Pedagang berjumlah 291 jadi peminjamnya adalah 30 (Tiga 
Puluh) orang peminjam. Total peminjam tersebut apabila tidak bisa mencicil 
secara tunai dapat dilakukan dengan cara potong gaji bagi karyawan dan 
penangguhan bonus bagi pemilik investasi. 
 
D. Mekanisme Perkreditan di BUMDES “Tirta Mandiri” 
Dalam sebuah kegiatan muamalah tidak pernah luput dari adanya 
prosedur dan cara kerja usaha tersebut. Begitu juga dengan unit usaha 
perkreditan di BUMDES “Tirta Mandiri”. Dalam usahanya BUMDES tersebut 
menerapkan prosedur sendiri sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan 
dengan musyawarah desa.  
Menurut keterangan dari Ibu Nurul selaku Sekretaris BUMDES “Tirta 
Mandiri”, beliau menjelaskan mengenai perkreditan BUMDES itu memang 
sudah diatur tersendiri, tidak semua masyarakat desa dapat melakukan 
perkreditan di BUMDES tersebut. Jadi, hanya yang memiliki investasi dan 
                                                          
14
 Rini, Bendahara BUMDES “Tirta Mandiri” Desa Ponggok, Wawancara Pribad … . 
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karyawan yang dapat melakukan perkreditan di BUMDES “Tirta Mandiri”. 
Mekanisme peminjamannya cukup mudah namun masih memperhatikan 
prosedurnya juga.  
Apabila ada dari pihak pemilik investasi ataupun karyawan ingin 
melakukan peminjaman. Maka pihak peminjam harus datang secara langsung 
ke Kantor BUMDES “Tirta Mandiri” tanpa diwakilkan. Kemudian, pihak 
peminjam mengutarakan niatnya meminjam untuk apa contoh saja untuk 
keperluan mendesak. Maka pihak pengurus akan mempersilahkan pihak 
peminjam untuk mengisi formulir pengajuan pinjaman dengan batas maksimal 
peminjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dalam formulir 
tersebut juga dijelaskan alasan meminjam disertai dengan lampiran fotocopy 
KTP peminjam.  
Jika formulir sudah diisi secara lengkap, peminjam menyerahkannya 
kepada Bendahara BUMDES. Dari pihak Bendahara langsung 
menyerahkannya ke Direktur Utama BUMDES “Tirta Mandiri” untuk 
dipertimbangkan. Jika Direktur Utama BUMDES ada di tempat maka saat itu 
juga dapat diambil uang pinjamannya dengan syarat telah disetujui oleh 
Direktur. Namun, jika Direktur Utama tidak ada di tempat atau sedang 
melakukan urusan di luar Kantor BUMDES “Tirta Mandiri”, maka pihak 
peminjam harus menunggu dua sampai tiga hari untuk pengambilan uang 
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setelah persetujuan. Mekanisme tersebut dilakukan tanpa agunan seperti 
sertifikat ataupun BPKB Kendaraan. 
15
 
 
E. Pelaksanaan Perkreditan di BUMDES “Tirta Mandiri” 
Dalam praktiknya, proses perkreditan di BUMDES “Tirta Mandiri” Desa 
Ponggok melibatkan dua pihak yang saling terkait. Kedua belah pihak tersebut 
yakni terdiri dari pihak pemberi pinjaman (kreditur) dan pihak peminjam 
(debitur). Pihak pemberi pinjaman adalah pihak yang mempunyai modal atau 
pihak yang mendapat penyertaan modal. Dalam hal ini penyertaan modal yang 
dimaksud yakni penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang diberikan ke 
BUMDES “Tirta Mandiri” untuk dikelola. Sedangkan pihak peminjam adalah 
pihak yang meminjam dana atau modal guna memenuhi kebutuhannya.
16
 
Unit usaha perkreditan yang ada di BUMDES “Tirta Mandiri” Desa 
Ponggok adalah salah satu bentuk pengelolaan dana desa dari Pemerintah 
Desa. Adanya pengelolaan dana melalui perkreditan tersebut dibentuk guna 
mengatasi segala permasalahan ekonomi yang ada di Desa Ponggok. Ada 
berbagai alasan yang membuat Pemerintah Desa memilih membentuk Badan 
Usaha Milik Desa. Dengan unit usaha utama pada saat berdiri adalah 
perkreditan. Alasannya yaitu karena selain dapat mengatasi banyaknya 
masyarakat yang terjerat hutang pada rentenir. Adanya Badan Usaha Milik 
                                                          
15
 Nurul, Sekretaris BUMDES “Tirta Mandiri”, Wawancara Pribadi, 8 Februari 2019, jam 
09.00 – 10.00 WIB. 
16
 Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),  hlm. 58. 
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Desa tersebut dapat digunakan untuk pengelolaan atau penyaluran dana desa 
secara lebih baik.
17
 
Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Ratih Ayu Dwi Ratnawati 
Kaur bagian Keungan di Kantor Kelurahan Desa Ponggok, menurut beliau 
memang benar pembentukan BUMDES tersebut cukup bagus untuk penyaluran 
dana desa. Apalagi saat ini dana desa yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat 
ke desa sangat besar, sehingga adanya pendirian BUMDES ini selain dapat 
memfasilitasi kebutuhan masyarakat desa. BUMDES ini juga dapat 
dipergunakan untuk perkembangan keuangan desa sendiri. Jadi, pengelolaan 
dana desa lebih berkembang lagi dan tidak berputar hanya di sektor 
pembangunan desa saja.
18
 
Beliau juga menjelaskan bahwa adanya BUMDES di Desa Ponggok itu 
sangat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Pada awal berdirinya BUMDES “Tirta Mandiri” masyarakat dapat 
memanfaatkan unit usaha di BUMDES tersebut ketika mereka mengalami 
kebutuhan yang sangat mendesak. Namun hal tersebut mengalami banyak 
permasalahan pada saat itu, yang pada akhirnya mengakibatkan hanya 
beberapa orang saja yang dapat melakukan perkreditan.  
Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ibu Yaya karyawan bagian Staff 
Admin BUMDES “Tirta Mandiri”, menurut beliau sistem perkreditan di 
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 Sugeng Raharjo, Kaur Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan,  Wawancara Pribadi … . 
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BUMDES “Tirta Mandiri” saat ini belum ditujukan untuk seluruh masyarakat 
desa seperti dulu. Melainkan hanya untuk masyarakat Desa Ponggok yang 
mempunyai investasi saham di BUMDES dan juga karyawan BUMDES “Tirta 
Mandiri” dengan bunga angsuran sebesar 1,5% perbulan.19 
Sedangkan menurut Ibu Rini yang menjabat sebagai Bendahara di 
BUMDES “Tirta Mandiri”, mengutarakan hampir sama dengan Ibu Yaya. 
Namun, Ibu Rini lebih menjelaskan lagi bahwa adanya perkreditan tersebut 
dilakukan dengan cara dan prosedur yang sudah terstruktur sejak awal yang 
telah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Daerah (BPD). 
Menurut beliau, BUMDES tersebut belum dapat meminjamkan dana ke 
masyarakat luas karena dalam sistem perkreditannya, tidak menggunakan 
agunan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ataupun sertifikat 
seperti pada perkreditan biasanya. Perkreditan di BUMDES “Tirta Mandiri” ini 
dilakukan secara tertulis melalui formulir yang sudah disediakan. Sehingga 
bagi yang mau meminjam dapat mengisi formulir sihingga tidak mengandung 
unsur paksaan dari pihak manapun.
20
 
Pelaksanaan perkreditan di BUMDES “Tirta Mandiri” Desa Ponggok 
memang tidak selalu mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat Desa 
Ponggok. Hal ini dikarenakan menurut Bapak Yuli Dwi Atmojo yang 
merupakan warga masyarakat Desa Ponggok, beliau menjelaskan bahwa 
                                                          
19
 Yaya, Staff Admin BUMDES “Tirta Mandiri” Desa Ponggok, Wawancara Pribadi … . 
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 Rini, Bendahara BUMDES “Tirta Mandiri” Desa Ponggok, Wawancara Pribadi … . 
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adanya BUMDES memang cukup membantu, namun pada unit usaha 
khususnya perkreditan BUMDES tersebut tidak sepenuhnya diketahui oleh 
seluruh masyarakat hanya sebagian saja yang mengetahui adanya sistem 
perkreditan tersebut. Selain itu, masyarakat kurang mengetahui mengenai 
bunganya dan ketentuan angsurannya.
21
 
Hampir sama dengan pernyataan Bapak Yuli Dwi Atmojo yang 
menyatakan kurangnya sosialisasi mengenai unit usaha di BUMDES “Tirta 
Mandiri” yaitu pernyataan dari Ibu Ernawati. Ibu Ernawati merupakan seorang 
warga Desa Ponggok yang menyatakan bahwa BUMDES “Tirta Mandiri” 
memang kurang dalam sosialisasi untuk masyarakatnya sendiri, namun 
BUMDES “Tirta Mandiri” memberikan layanan kepada masyarakat Desa 
Ponggok berupa sisa hasil usaha, seperti pemberian satu kupon kepada setiap 
Kartu Keluarga guna ditukarkan beberapa bahan makanan pokok di setiap 
tahunnya.
22
 
Hal tersebut dilakukan rutin setiap tahunnya oleh pihak BUMDES “Tirta 
Mandiri”, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang tidak 
memiliki akses untuk melakukan perkeditan. Kemudian untuk perkreditannya 
sendiri, menurut pihak peminjam (yang memiliki saham dan karyawan) sangat 
membantu.  
Bapak Suwito yang merupakan karyawan BUMDES “Tirta Mandiri” 
sekaligus pihak peminjam dana mengungkapkan bahwa adanya sarana 
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 Yuli Dwi Atmojo, Masyarakat Sekitar Kantor BUMDES “Tirta Mandiri”, Wawancara 
Pribadi, 28 Desember 2018, jam 14.24 WIB. 
22
 Ernawati, Masyarakat Sekitar Kantor BUMDES “Tirta Mandiri”, Wawancara Pribadi, 
28 Desember 2018, jam 14.00 – 14.26 WIB. 
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perkreditan BUMDES ini cukup membantu meskipun harus membayar bunga 
angsuran 1,5% di setiap bulannya. Apalagi ketika membutuhkan dana saat 
keperluan mendesak dapat langsung mengajukan.
23
 
Sedangkan menurut pihak peminjam kedua yaitu Ibu Uun Dyah beliau 
mengungkapkan bahwa ia merasa sedih dikarenakan setiap bulannya harus 
dipotong gaji guna membayar hutang pinjamannya di BUMDES “Tirta 
Mandiri”.  Hal tersebut dilakukan karena memang sudah menjadi prosedur 
pihak BUMDES.
24
 Jadi, ketika masa jatuh tempo untuk membayar hutang 
sudah tiba, maka pihak peminjam tidak perlu memikirkan lagi harus 
menyisihkan uangnya untuk mengangsur karena sudah dipotongkan gaji bagi 
karyawan yang meminjam. Meskipun demikian menurut Ibu Uun adanya 
peminjaman dana tersebut dapat membantu masalah perekonomian ketika 
mendesak 
Pelaksanaan dari perkreditan itu sendiri jika dilihat dari pernyataan 
masyarakat khususnya peminjam dapat dikategorikan cukup membantu apalagi 
jika dikaitkan dengan rata-rata pencaharian masyarakat Desa Ponggok di Tabel 
2. Dalam tabel tersebut sudah disebutkan masing-masing pencaharian dengan 
jumlah penduduk yang bekerja sesuai dengan pencahariannya.  
Sesuai dengan Tabel 2 yang banyak melakukan peminjaman adalah 
mereka yang berprofesi sebagai pedagang. Rata-rata mereka menginvestasikan 
uangnya di BUMDES “Tirta Mandiri” agar suatu saat ketika membutuhkan 
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 Suwito, Karyawan BUMDES “Tirta Mandiri” sebagai Peminjam,  Wawancara Pribadi, 
29 November 2018, jam 13.45 – 14.10 WIB. 
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 Uun Dyah, Peminjam Dana BUMDES “Tirta Mandiri”, Wawancara Pribadi, 29 
November 2018, jam 14.19 – 15.05 WIB. 
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keperluan mendadak seperti, kebutuhan dagang dapat melakukan perkreditan 
di BUMDES “Tirta Mandiri”. Namun, tidak semua pedagang melakukan 
perkeditan di BUMDES “Tirta Mandiri” bahkan jika dilihat dari keseluruhan 
masyarakat Desa Ponggok yang melakukan perkeditan hanya 10% saja. 
 
F. Kendala-Kendala yang Dialami Oleh BUMDES “Tirta Mandiri” Dalam 
Pengelolaannya 
Dalam perencanaan usaha BUMDES “Tirta Mandiri” analisis resiko 
sangat diperlukan. Terlebih pada perkembangan suatu bisnis pasti tidak luput 
dari adanya kendala-kendala yang dialami. Kendala tersebut dapat berasal dari 
resiko spekulatif maupun resiko murni. Resiko spekulatif dapat diartikan 
sebagai suatu keadaan yang dihadapi badan usaha yang dapat memberikan 
keuntungan dan juga kerugian dalam dunia bisnis disebut sebagai resiko bisnis. 
Sedangkan resiko murni dapat diartikan sebagai sesuatu yang hanya dapat 
berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin 
menguntungkan.
25
 
Bentuk kendala murni dari pengelolaan BUMDES “Tirta Mandiri” yaitu, 
banyak di antaranya masyarakat yang masih memperdebatkan mengenai unit 
usaha BUMDES “Tirta Mandiri”. Khususnya dalam hal perkreditan pada awal 
berdirinya badan usaha ini banyak masyarakat yang ketika meminjam merasa 
bahwa BUMDES itu pada dasarnya milik masyarakat juga. Oleh sebab itu, 
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 Buku Panduan Pengelolaan dan Perencanaan Usaha BUMDES Tirta Mandiri Desa 
Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. 
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banyak masyarakat yang enggan untuk membayar atau dalam istilah 
keuangannya yaitu wanprestasi.  
Sedangkan untuk kendala secara spekulatifnya terdapat pada unit usaha 
itu sendiri sebagai contoh yaitu pengelolaan Sumber Daya Alamnya. Dalam 
pengelolaannya pasti jika sering dimanfaatkan lambat laun akan mengalami 
penurunan kualitas. Selain itu, jika terjadi bencana alam itu juga dapat menjadi 
kendala yang dialami oleh BUMDES “Tirta Mandiri” dalam pengelolaan unit 
usahanya.
26
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BAB IV 
ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP MUAMALAH DAN QARD{ 
DALAM UNIT USAHA PERKREDITAN BUMDES “TIRTA MANDIRI” 
DI DESA PONGGOK KABUPATEN KLATEN 
 
A. Tinjauan Prinsip Muamalah Terhadap Pelaksanaan Perkreditan 
BUMDES “Tirta Mandiri”  
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan sebuah lembaga 
perekonomian yang sebagian modalnya dimiliki oleh desa. Modal tersebut 
dikelola melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa 
yang kemudian dipisahkan. Dengan tujuan guna mengelola aset, jasa 
pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1
 
Meningkatnya kehidupan ekonomi masyarakat karena adanya unit-unit usaha 
dari BUMDES dan telah membantu masyarakat sangat dianjurkan oleh agama 
Islam.  
BUMDES dibentuk agar dapat membantu masyarakat untuk 
mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Jadi dapat digunakan sebagai 
modal dan mendapatkan pendapatan guna memenuhi segala kebutuhan 
keluarga. Selanjutnya agar terciptanya masyarakat yang sejahtera maka 
pemerintah hendaknya tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan 
pelayanan primer masyarakat saja selama hal tersebut tidak bertentangan 
dengan syariah. Pada dasarnya ajaran Islam mendorong terjadinya hubungan      
                                                          
1
 Nafiana Solehatun, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pembangunan 
Dan Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Pekon Tritunggal Mulyo 
Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Program Sarjana UIN 
Raden Intan, Lampung, 2018, hlm. 110. 
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seimbang dan timbal balik yang positif, dinamis, dan saling menghargai serta 
menguntungkan antara keduanya.  
Sebagai Badan Usaha Milik Desa harus juga memberikan bimbingan, 
memberikan jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat 
bagi hidupnya sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Mujadalih (58) : 
11
2 
                           
                         
                       
“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”3 
 
Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwa Allah akan meninggikan derajad 
dan memberikan jalan kepada setiap umat-Nya. Apabila ia mampu menuntun 
orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupya. Selain itu, Allah juga 
akan melapangkan segala urusan makhluk-Nya apabila ia dapat memberikan 
manfaat bagi sesamanya. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 
yang umat-Nya kerjakan. 
                                                          
2
 Edy Yusuf, Agung Gunanto, dkk, “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan 
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)”,  vol 13 no 1 (2016). 
3
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 
hlm. 280. 
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Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) kepada masyarakat 
juga bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat, agar di dalam 
masyarakat tercipta kesejahteraan, karena tujuan prinsip muamalah sebagai 
berikut:
4
 
1. Muamalah dilakukan atas dasar kerelaan tanpa mengandung unsur 
paksaan. Agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu 
diperhatikan. 
2. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 
menghindari mad}arat dalam hidup masyarakat.  
3. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari 
unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan 
dalam kesempitan. 
BUMDES “Tirta Mandiri” yang ada di Ponggok Kabupaten Klaten 
memiliki manfaat yang baik bagi keberlangsungan hidup penduduk Ponggok 
meskipun untuk saat ini peranan unit usaha perkreditannya masih sangat 
rendah di masyarakat. Potensi perkreditan yang ada menjadi penguat unit 
usaha yang dikelola BUMDES “Tirta Mandiri” sekaligus berdampak positif 
bagi masyarakat di Desa Ponggok. 
Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan 
kematangan manusia, dimana kemajuan materi yang ada pada saat ini tidak 
bisa dihindari dan hal itu harus ditunjang dengan adanya kekuatan 
kematangan spiritual. Islam juga mengatur dengan sangat rapi bentuk-bentuk 
                                                          
4
 K. H. Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 
hlm. 15-16. 
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kerjasama yang mungkin dilakukan oleh manusia dalam dunia usaha. 
Rasulullah SAW sendiri mengajarkan betapa beliau perhatian dan peduli 
terhadap keadaan sosial.  
Dari hal tersebut, menunjukkan bahwa sesungguhnya prinsip muamalah 
sangat memperhatikan kehidupan dan keberlangsungan semua masyarakat. 
Oleh karena itu, hal tersebut dapat dianalisis dari empat aspek prinsip 
muamalah yaitu: 
 
1. Aspek Kerelaan 
Hubungan interaksi sosial antara sesama manusia baik itu individu 
dengan individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan 
kelompok tidaklah terbatas. Hubungan tersebut akan terus berkembang 
seiring dengan berjalannya waktu. Setiap masa atau daerah selalu memiliki 
berbagai bentuk model interaksi yang berbeda. Hal tersebut tentunya bukan 
sikap yang baik apabila hubungan interaksi sesama manusia dikekang dan 
dibatasi dalam bentuk tertentu. Oleh karena itulah, syariat Islam tidak 
pernah membatasi model interaksi sesama mereka. Sebagai salah satu 
buktinya, para ahli fiqih menggariskan satu kaidah besar yang berbunyi:
5
 
 َابِلأْا ِءاَيْش َلأا يِف ُلْصََلأا َع ُلْيِل َّدلا َّلُدَي ىَّتَح ،ُةَح ِمَي ِرْحَّتلا ىَل  
“Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang 
menunjukkan akan keharamannya.” 
Perkreditan merupakan suatu bentuk layanan peminjaman dana atau 
modal yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu dalam jual beli 
                                                          
5
 Muhammad Arifin, Fikih Perniagaan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 49. 
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maupun dalam pinjam-meminjam.
6
 Perkreditan ini sudah membudaya di 
kalangan masyarakat hingga sekarang. Seperti halnya dalam unit usaha 
perkreditan di BUMDES “Tirta Mandiri” Desa Ponggok Kabupaten Klaten.  
Allah telah menyebutkan kata pinjaman dalam kitab suci-Nya, Al- 
Qur’an dan Hadis, bukan hanya pada satu tempat yang menunjukkan 
diperbolehkannya kegiatan pinjam-meminjam. Namun, tidak semua pinjam-
meminjam dibolehkan karena mengandung hukum taklifi: terkadang boleh, 
terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram.  
Dalam praktiknya perkreditan di BUMDES “Tirta Mandiri” 
dilakukan dengan cara kerelaan. Sebagaimana pernyataan dari Ibu Uun 
Dyah selaku peminjam di BUMDES “Tirta Mandiri” beliau 
mengungkapkan bahwa ia menerima adanya bunga sebesar 1,5% tersebut, 
meskipun ia merasa berat jika gajinya dipotong guna membayar angsuran 
hutangnya. Akan tetapi, di sisi lain Ibu Uun merasa rela karena hal tersebut 
dilakukan BUMDES untuk meringankan pihak peminjamnya.
7
  
Oleh karena itu, dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan 
bahwa dari pihak peminjam yang melakukan perkreditan itu merasa rela. 
Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pernyataan bahwa peminjam merasa 
tidak terbebani dengan adanya peraturan bunga. Meskipun hal tersebut 
bertentangan dengan adanya syariat tentang adanya bunga uang dalam 
pinjaman. 
                                                          
6
 Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),  hlm. 299. 
7
 Uun Dyah, Peminjam Dana BUMDES “Tirta Mandiri”, Wawancara Pribadi, 29 
November 2018, jam 14.19 – 15.05 WIB. 
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2. Aspek Manfaat Mad}arat 
Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan 
manfaat dan menghindarkan mad}arat (Jalbu al-mas}alih wa dar’u al- 
mafas}id)  atau  sering  disebut  mas}lahah}  (kemaslahatan).  Konsekuensi dari 
prinsip ini ialah bahwa segala bentuk muamalah yang dapat merusak atau 
mengganggu kehidupan masyarakat tidak dapat dibenarkan, seperti 
perjudian, penjualan narkotika, prostitusi, dan sebagainya.
8
 
Jika diamati, adanya perkreditan di BUMDES “Tirta Mandiri” 
memang seharusnya tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan seluruh 
masyarakat Desa Ponggok. Selain, untuk mensejahterakan seluruh 
masyarakat adanya perkreditan tersebut juga menjadi wadah perekonomian 
masyarakat. Jadi keberadaan BUMDES “Tirta Mandiri” khususnya 
perkreditan seharusnya dapat di akses oleh masyarakat umum yang ada di 
Desa Ponggok.
9
 Hal tersebut jika dikaitkan dengan pernyataan Ibu Yaya 
yang menyatakan bahwa sistem perkreditan di BUMDES “Tirta Mandiri” 
belum sepenuhnya dapat dilakukan untuk seluruh masyarakat Desa 
Ponggok, melainkan hanya karyawan dan masyarakat Desa Ponggok yang 
memiliki investasi di BUMDES “Tirta Mandiri” yang dapat melakukan 
                                                          
8
 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 31. 
9
 Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bunyinya, “BUM 
Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan”. 
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perkreditan.
10
 Dari pernyataan tersebut bertentangan dengan peraturan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87 ayat (3) .  
Pada dasarnya semua akad dan kesepakatan yang telah diambil oleh 
peminjam dana dan pemberi pinjaman haruslah berdasarkan pada saling 
adanya kepercayaan dari masing-masing pihak sesuai dengan prinsip-prinsip 
muamalah yakni harus di dasarkan atas kerelaan, tanpa mengandung unsur-
unsur paksaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan muamalah dilakukan atas 
dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mad}arat 
dalam hidup masyarakat. 
 
3. Aspek Memelihara Keadilan, Menghindari Unsur-Unsur yang Dilarang 
Keadilan atau pemerataan adalah suatu bentuk penerapan keadilan 
dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai 
oleh segelintir orang saja. Tetapi juga harus di distribusikan secara merata di 
antara masyarakat, baik kaya maupun miskin.
11
 Hal tersebut tentunya tidak 
luput dari adanya larangan berbuat maysir, garar, riba, dan z}alim. 
Dari pernyataan tersebut maka dapat dipahami bahwa adanya 
perkreditan tersebut memang membantu masyarakat. Namun, layanan 
tersebut belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Desa 
Ponggok. Selain itu, kurang adanya sosialisasi secara langsung tentang 
progam perkreditan tersebut sehingga masih terkesan terabaikan dan di 
                                                          
10
 Yaya, Staff Admin BUMDES “Tirta Mandiri” Desa Ponggok, Wawancara Pribadi, 29 
November 2018, 12.55 – 13.41 WIB. 
11
 K. H. Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat … , hlm. 15-16. 
79 
 
 
 
tutupi.
12
 Jadi dapat di kategorikan mengandung unsur garar dalam 
penerapan perkreditan tersebut sebagaimana dalam Hadits Rasulullah saw, 
sebagai berikut:  
َىَهن  ُلْىُسَر  ِالل ىَّلَص  ُالل  ِهَْيلَع  َو  َمَّلَس  ْنَع  ِعَْيب  ِرَرَغَْلا  
“Rasulullah melarang jual beli yang mengandung garar”.13 
Darai ayat tersebut, dapat dipahami bahwa garar hukumnya dilarang 
dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan 
syarat dalam akad yang ada unsur gararnya itu hukumnya tidak boleh. 
Selain itu, pelaksanaan dari perkreditan ini dapat dikatakan garar 
karena subyek hukum kurang memiliki pemahaman cukup mengenai akad 
perkreditan yang sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut di buktikan 
dengan pernyataan Bapak Suwito selaku peminjam yang menyatakan tidak 
masalah dengan adanya bunga di angsurannya, tanpa ia mengetahui 
ketentuan umumnya dan apabila nanti bunganya berubah.
14
 Padahal dalam 
Hukum Islam ketika subyek hukum melakukan transaksi ekonomi maka ia 
harus paham bagaimana akad tersebut dan segala konsekuensinya.  
Kemudian, dari segi bunganya sendiri pihak peminjam juga 
menyetujui adanya bunga 1,5% flat tersebut di setiap bulannya. Mereka 
tidak merasa terbebani karena pihak BUMDES menggunakan cara potong 
                                                          
12
 Yuli Dwi Atmojo, Masyarakat Sekitar Kantor BUMDES “Tirta Mandiri”, Wawancara 
Pribadi … . 
13
 Al-Asqalni, Ibnu Hajar, Fathul Bari: Syarah Shahih Muslim Terj. Abu Ihsan Al-Atsari, 
(Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, Jilid 8), 2010. 
14
 Suwito, Karyawan BUMDES “Tirta Mandiri” sebagai Peminjam,  Wawancara Pribadi, 
29 November 2018, jam 13.45 – 14.10 WIB. 
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gaji dan penangguhan bonus di investasi. Meskipun dari pihak peminjam 
telah menyetujui adanya bunga sebesar 1,5% tersebut. Akan tetapi, dalam 
muamalah bunga tersebut tergolong hal yang dilarang yaitu riba. Hal 
tersebut sesuai dengan pernyataan Jumhur Ulama yang menyatakan bahwa 
riba tidak dianjurkan oleh agama Islam. Selain itu, juga adanya riba tidak 
dibenarkan sejalan dengan Fatwa DSN MUI No 1 Tahun 2004 tentang 
bunga. Dalam fatwa dijelaskan bahwa bunga kredit itu sama dengan Riba 
Nasi’ah.15 Oleh karena itu, adanya bunga tersebut hendaknya dihindari. 
Kemudian selain mengandung unsur riba karena diterapkan bunga 
dari dana qard} tersebut. Dalam perkreditan di BUMDES “Tirta Mandiri” 
mengandung unsur kez}aliman, hal tersebut dibuktikan dengan adanya unsur 
riba dalam perkreditan ini. Karena pada dasarnya landasan syara’ dalam anti 
z}alim yaitu terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 188 sebagai 
berikut;
16
 
             …     
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang ba>t}il…”17 
 Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa tidak boleh memakan 
harta sesama manusia dengan cara yang ba>t}il. Memakan tersebut dapat 
diartikan sebagai mengambil, atau menggunakan manfaat harta orang lain 
                                                          
15
 Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga. 
16
 Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2010), hlm. 59-60. 
17
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an … , hlm. 280. 
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tanpa izin. Kemudian kata ba>t}il  berarti dengan cara yang diharamkan 
seperti mengambil riba dari setiap pinjaman uang.
18
 
Selanjutnya larangan yang terakhir yaitu larangan berbuat maysir. 
Dalam praktiknya BUMDES “Tirta Mandiri jika dilihat dari segi maysir 
tidak termasuk ke dalamnya. Karena dalam subyek hukumnya tidak ada 
yang mengambil harta salah satu pihak. Selain itu, dalam perkreditan di 
BUMDES ini uangnya pun dapat dikategorikan sebagai uang yang 
produktif. Jadi uangnya tersebut juga digunakan untuk kebutuhan riilnya. 
 
4. Aspek Motivasi Bisnis 
Sebagaimana telah diketahui bahwa Allah menjadikan manusia 
dengan berbagai naluri. Di antaranya yaitu naluri untuk hidup 
bermasyarakat. Naluri ini dapat memberi dorongan kepada manusia dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya kebutuhan itu berhubungan 
dengan urusan dalam kemasyarakatan.
19
 
Oleh karena itu, untuk mengatur suatu hal yang berhubungan dengan 
urusan kemasyarakatan. Maka manusia harus mengetahui peraturan dan 
hukum-hukumnya. Hukum tersebut lebih dikenal dengan muamalah. 
Peraturan ini memberi kesan terhadap niali-nilai kemasyarakatan dalam 
suatu budaya dan komunitas.
20
 
                                                          
18
 Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi … , hlm. 61. 
19
 Mardani, Hukum Bisnis Syariah … , hlm. 10. 
20
 Ibid., hlm. 11. 
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Sejalan dengan itu pinjam-meminjam merupakan salah satu bentuk 
aktivitas terpenting dalam bidang muamalah. Keperluan terhadap hal 
tersebut telah bermula sejak dahulu dan terus berkembang hingga sekarang. 
Di mana manusia telah berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya sehari-hari. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun dapat menyimpulkan 
bahwa perkreditan adalah kegiatan yang saat ini menjadi rutinitas 
masyarakat, khususnya masyarakat Desa Ponggok Kabupaten Klaten. 
Dalam hal ini biasanya pihak yang membutuhkan dana seperti karyawan 
BUMDES “Tirta Mandiri” dan pemilik saham yang ada di Desa Ponggok 
dapat langsung datang ke kantor BUMDES “Tirta Mandiri”. 
Adapun dalam pelaksanaan perkreditan di BUMDES “Tirta 
Mandiri” menyangkut wujud bendanya dan penyerahannya adalah sebagai 
berikut: pertama, peminjam datang langsung ke kantor BUMDES “Tirta 
Mandiri”. Pihak peminjam mengajukan pinjaman dengan mengisi blangko 
formulir yang telah disediakan. Setelah terisi blangko tersebut dimintakan 
tanda tangan oleh Direktur BUMDES “Tirta Mandiri”. Apabila formulir 
tersebut disetujui oleh Direktur BUMDES “Tirta Mandiri”, maka blangko 
diserahkan ke Bendahara untuk selanjutnya di cairkan uangnya.
21
 Dalam hal 
tersebut tentu saja penyerahan uang sudah diperhitungkan dan dilakukan 
dengan cara saling percaya, saling rela dan di dalamnya pasti mengandung 
unsur jujur sesuai dengan landasan bermuamalah. 
                                                          
21
 Rini, Bendahara BUMDES “Tirta Mandiri” Desa Ponggok, Wawancara Pribadi, 7 
Februari 2019, jam 10.00 - 11.00 WIB. 
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Kemudian untuk pembayarannya dapat dilakukan dengan dua cara 
yaitu dengan cara diangsur secara langung beserta bunganya dan dibayar 
dengan cara potongan gaji bagi karyawan. Sedangkan untuk pemilik saham 
di BUMDES dengan cara penahanan bagi hasil investasinya. 
B. Tinjauan Qard}  Terhadap Pelaksanaan Perkreditan BUMDES “Tirta 
Mandiri” 
Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai utang piutang serta 
segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Bahwa transaksi utang-piutang 
( Qard}) merupakan bentuk muamalah yang dianjurkan dalam Islam karena di 
dalamnya mengandung unsur ta’awun (tolong-menolong) untuk memenuhi 
kebutuhan hidup masyarakat.  
Demikian juga di kalangan dunia muamalah, qard} sebagai bentuk 
kegiatan Ekonomi Islam yang bertujuan untuk dapat mengarahkan kegiatan 
ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islami. Membantu masyarakat yang 
mempunyai kekurangan dana untuk kebutuhan dalam waktu cepat dengan 
menawarkan salah satu produknya yaitu yang dalam praktiknya 
menggunakan akad qard}. Penerapan qard} di antaranya adalah sebagai 
pinjaman jangka pendek, di mana nasabah sedang membutuhkan dana cepat 
tetapi tidak bisa mencairkannya secara langsung karena masih menunggu 
tempo (persetujuan).
22
 
                                                          
22
 Heri  sudarsono,  Bank dan Lembaga  Keuangan  Syari’ah  Deskripsi  dan  Ilustrasi,  
Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003 ), 71. 
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Seperti halnya pelaksanaan utang piutang (qard}) yang dilakukan pada 
BUMDES “Tirta Mandiri” di Desa Ponggok. Untuk rukun syarat akadnya 
sudah terpenuhi yaitu adanya dua pihak yang berakad, berakal sehat, merdeka 
bagi pihak yang meminjami, dan sanggup membayar bagi pihak peminjam.
23
 
Kemudian untuk penerapan akadnya pihak peminjam boleh melakukan 
perkreditan tanpa adanya agunan (jaminan) bentuk apapun. Akan tetapi, 
perkreditan disyaratkan hanya untuk karyawan dan yang memiliki investasi di 
BUMDES “Tirta Mandiri”. Selain itu perkreditan tersebut telah di perjanjikan 
di awal bahwa terdapat bunga pinjaman sebesar 1,5% sebagaimana yang telah 
dijelaskan oleh Ibu Rini tentang adanya bunga angsuran 1,5% flat.
24
 
Dari pihak BUMDES “Tirta Mandiri” seharusnya tidak boleh 
menjalankan atau membebankan tambahan kepada nasabah dengan acuan 
dana qard}, karena bisa jadi hal tersebut menjurus ke dalam perbuatan riba.  
Sebagaimana dasar hukum akad qard}, yang tidak mensyaratkan pihak 
peminjam untuk memberikan tambahan (sumbangan) kepada pihak pemberi 
pinjaman kecuali atas dasar sukarela dan tanpa diperjanjikan sebelumnya 
dalam akad.
25
 
Akad qard} merupakan bentuk transaksi ta’awun (tolong menolong). 
Resiko dari penerapan akad qard} di suatu lembaga perkreditan terhitung 
tinggi. Karena qard} dianggap sebagai pembiayaan yang tidak ditutup dengan 
                                                          
23
 Masjupri, Fiqh Muamalah 2, (Surakarta: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 
Surakarta, 2016). hlm. 29. 
24
 Rini, Bendahara BUMDES “Tirta Mandiri” Desa Ponggok, Wawancara Pribadi…. 
25
 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi … , hlm. 154. 
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jaminan.
26 
Sebagaimana yang dilakukan oleh BUMDES “Tirta Mandiri” Desa 
Ponggok, pihak BUMDES memang tidak mensyaratkan menggunakan 
jaminan. Namun, BUMDES “Tirta Mandiri” menerapkan aturan atau syarat 
yang boleh meminjam hanya pihak karyawan BUMDES “Tirta Mandiri” 
dan juga pihak pemilik investasi di BUMDES “Tirta Mandiri”. Hal tersebut 
dilakukan guna meminimalisir adanya cidera janji dari pihak peminjam 
(wanprestasi).  
Syarat tersebut diterapkan karena jika di dapati adanya cidera janji maka 
pembayaran hutangnya dapat ditangguhkan dengan potong gaji bagi karyawan, 
dan penahanan investasi bagi masyarakat yang memiliki investasi di BUMDES 
“Tirta Mandiri”. Hal tersebut diperlukan sehingga memperkecil resiko yang 
dapat merugikan BUMDES “Tirta Mandiri”. Sekaligus dapat digunakan untuk 
melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas 
hutang yang dipinjamkan.
27 
Seperti halnya dalam Al-Qur’an surah Al-
Baqarah 283 yang menganjurkan hal demikian: 
                      
                       
                     
        
                                                          
26
 Muhammad  Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik ,(Jakarta: Gema 
Insani, 2001), 134. 
27
 Rini, Bendahara BUMDES “Tirta Mandiri” Desa Ponggok, Wawancara Pribadi… . 
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“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan 
Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan”.28 
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ketik bermuamalah hendaklah 
menuliskannya agar tidak adanya perselisihan diantaranya. Ataupun dapat juga 
dengan adanya jaminan barang ketika berhutang karena hal tersebut merupakan 
pertanggungan atas apa yang dilakukannya. Selain itu jika berhutang hendaklah 
melunasi sebagaimana amanat saat diperjanjikan hutangnya. 
Selanjutnya ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak muqtarid } 
belum mampu melunasi  hutang. Maka dari itu, sangat dianjurkan oleh ajaran 
Islam agar pihak muqrid} berkenan memberi kesempatan dengan 
memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut 
pelunasannya.
29 
Dalam pelaksanaan akad qard} pada BUMDES “Tirta 
Mandiri” memberikan waktu yang cukup fleksibel (sesuai dengan yang diminta 
pihak peminjam) untuk pengembalian uang pinjamannya. Contohnya saja pihak 
peminjam meminta waktu pelunasan tiga bulan atau beberapa bulan. 
Akan tetapi, apabila nasabah masih belum mampu mengembalikannya. 
Maka pihak BUMDES “Tirta Mandiri” Desa Ponggok memberikan keluasan 
kepada peminjam untuk memperpanjang waktu pengambalian dengan cara 
datang ke kantor untuk meminta kolonggaran waktu. Pada pelakasanaan 
                                                          
28
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an …, hlm. 520. 
29
 Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah” … , hlm. 58. 
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perkreditan BUMDES “Tirta Mandiri” dalam persentasenya sangat kecil. 
Karena penyaluran dana dianggap mempunyai resiko yang tergolong tinggi 
dan tidak ada keuntungan berupa finansial bagi BUMDES “Tirta Mandiri” 
sendiri.  
Dalam penyalurannya pun tidak semua masyarakat merasakan. 
Melainkan hanya dikhususkan pada masyarakat yang memiliki investasi di 
BUMDES “Tirta Mandiri” yang dianggap mempunyai kualifikasi loyalitas 
tinggi atau hampir tidak pernah pernah melakukan kesalahan (wanprestasi) 
Dalam masalah utang-piutang, Islam telah mengatur bahwa utang-piutang 
adalah boleh hukumnya, sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan:
30 
 ُةَح َابِلأْا ِءاَيْش َلأا يِف ُلْصََلأا َع ُلْيِل َّدلا َّلُدَي ىَّتَح ، ِمَي ِرْحَّتلا ىَل  
“Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang 
menunjukkan akan keharamannya.” 
Kemudian dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut: 
                         
       
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh 
sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) 
itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”31 
Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa segala kegiatan muamalah itu 
dibolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan keharaman dari adanya 
muamalah tersebut. Selain itu, Allah memerintahkan umatnya untuk saling 
                                                          
30
 Muhammad Arifin, Fikih Perniagaan Islam… ,  hlm. 49. 
31
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an …, hlm. 520 
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tolong menolong dalam hal kebaikan, serta memberikan kemudahan bagi 
setiap orang yang hendak membayar hutang dengan memberikan tenggang 
waktunya. 
Dalam hal ini, BUMDES “Tirta Mandiri” tidak menyalahi karena 
berusaha membantu dan mempermudah urusan nasabah dalam bermuamalah 
dan juga tidak berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa. Namun, untuk praktiknya, perkreditan di BUMDES “Tirta 
Mandiri” Desa Ponggok ada hal yang berbenturan dengan mekanisme Al-
Qard} dalam dasar hukumnya yaitu pihak peminjam memberikan tambahan 
(bunga) karena sudah diperjanjikan dari awal, sehingga hal tersebut 
bertentangan dengan dasar hukum dibolehkannya qard}. 
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BAB V 
 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan terhadap 
unit usaha perkreditan di BUMDES “Tirta Mandiri” Desa Ponggok Klaten, 
maka dari beberapa pembahasan yang telah diuraikan¸ dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. BUMDES “Tirta Mandiri” praktik perkreditannya yaitu, pihak peminjam 
mengajukan pinjaman ke BUMDES “Tirta Mandiri” dengan 
mengutarakan keinginannya untuk apa. Kemudian pihak pemberi 
pinjaman menganalisa alasan dan formulir peminjam. Setelah itu apabila 
disetujui oleh pihak Direktur BUMDES “TIrta Mandiri”. Maka pihak 
peminjam dapat mengambil uangnya tersebut sekaligus telah sepakat 
dengan segala ketentuan perkreditan tersebut. 
a. Pelaksanaan unit usaha perkreditan pada BUMDES “Tirta Mandiri” 
di Desa Ponggok Kabupaten Klaten apabila ditinjau dari prinsip 
muamalah ada empat aspek yaitu dari aspek kerelaan, aspek manfaat 
mad}arat, aspek memelihara keadilan dan menghindari unsur-unsur 
yang dilarang yaitu riba, garar, dan maysir. 
b. Pelaksanaan utang piutang (qard}) yang dilakukan pada BUMDES 
“Tirta Mandiri” di Desa Ponggok belum terpenuhi. Hanya beberapa 
yang terpenuhi seperti rukun dan subyek hukumnya. Kemudian 
penerapan akadnya yaitu pihak peminjam boleh melakukan 
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perkreditan tanpa adanya agunan (jaminan) bentuk apapun. Namun 
dalam akad ini yang mengakibatkan tidak sesuai dengan akad qard} 
yaitu adanya tambahan (bunga) yang diperjanjikan di awal. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas penulis menyarankan: 
1. Pengurus BUMDES “Tirta Mandiri” perlu meningkatkan sosialisasi unit 
usahanya kepada masyarakat dan juga menerapkan sistem perkreditan yang 
dapat dilakukan oleh seluruh warga Desa Ponggok. 
2. Peminjam perlu mengetahui secara jelas ketentuan dari simpan pinjam 
yang dilakukan. 
3. Bagi para Sarjana Hukum Ekonomi Syariah agar lebih aktif memberikan 
sumbangan pemikiran yang bisa memberikan solusi di tengah masyarakat 
khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. 
 DAFTAR PUSTAKA 
 
Agustina, Alifiyatul Mawahda, “Pengelolaan Hasil Jasa Pinjaman Di Unit 
Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten 
Lamongan Tinjauan Maqashid Syariah”, Skripsi tidak diterbitkan, Progam 
Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016. 
Al-Asqalni, Ibnu Hajar, Fathul Bari: Syarah Shahih Muslim Terj. Abu Ihsan Al-
Atsari, Jakarta: Pustaka Imam Syafi‟I, Jilid 8, 2010. 
Al-Arif, M. Nur Rianto, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, Solo: Era Adicitra 
Intermedia, 2011. 
An-Nasiburi, Imam Husain bin Hujjaj, Shahih Muslim, Juz I Syirkah Ma‟arif 
Litthab „ina an-Nasyari, Bandung. 
Antonio, Muhammad Syafi‟I,  Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik,  Jakarta: 
Gema Insani, 2001. 
Arifin, Muhammad, Fikih Perniagaan Islam, Jakarta: Darul Haq, 2015. 
Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah 
Dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah 
Al-Hanif, 2017. 
Atmojo, Yuli Dwi, Warga Desa Ponggok, Wawancara Pribadi, 28 Desember 
2018, jam 14.24 WIB. 
Azwar, Saifudin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.  
Azizah, Nurul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Hutang Piutang Dengan Sistem 
Tanggung Renteng Di Badan Usaha Milik Desa Bersama Dananjaya Desa 
Bantarbarang Kec. Rembang Kab. Purbalingga”, Skripsi tidak diterbitkan, Progam 
Sarjana IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2018 
Bambang, Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu 
Kajian Implementer, Universitas Islam Negeri Alaudin, 2018. 
Basyir, K.H. Ahmad Azhar Asas-Asas Hukum Muamalat, Yogyakarta: UII Press, 
2000. 
Buku Data Monografi Desa Ponggok Tahun 2018. 
Buku Panduan Pengelolaan dan Perencanaan Usaha BUMDES Tirta Mandiri 
Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. 
Dyah, Uun, Peminjam Dana BUMDES “Tirta Mandiri”, Wawancara Pribadi, 29 
November 2018, jam 14.19 – 15.05 WIB. 
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: Lentera Abadi, 
2010. 
 Ernawati, Masyarakat Sekitar Kantor BUMDES “Tirta Mandiri”, Wawancara 
Pribadi, 28 Desember 2018, jam 14.00 – 14.26 WIB. 
Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga. 
Idris, Hadis Ekonomi, Jakarta: Kencana, 2015. 
Karim, Adiwarman A. & Sahroni, Oni, Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah 
Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi, Jakarta: Raja Graindo 
Persada, 2016. 
Koentjaraningrat, Masyarakat Desa di Indonesia, Jakarta: Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia, 2010. 
Kuwado, Fabian Januarius, Pemerintah Keluarkan Progam Dana Kelurahan Mulai 
2019, https://nasional.kompas.com/, diunduh tanggal 1 Desember 2018, jam 
20.00 WIB. 
Lubis, Muhammad Arif Fadhillah, Prinsip Dasar Muamalah Keuangan Syariah, 
Politeknik Negeri Medan, 2017. 
Lusi, Alif Nanda, “Analisis Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian 
Bekas Secara Borongan Di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta”, Skripsi 
tidak diterbitkan, Progam Sarjana IAIN Surakarta, Surakarta, 2018. 
Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2013. 
Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah, Surakarta: FSEI Publishing, 2013. 
Masjupri, Fiqh Muamalah 2, Surakarta: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 
IAIN Surakarta, 2016. 
Mubarok, Jaih & Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip 
Perjanjian, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017. 
Mulyono, Junaedi, Buku Panduan BUMDES “Tirta Mandiri”, tidak diterbitkan, 
2018. 
Muslich, Ahmad Wardi, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2017. 
Mustofa, Imam, Fiqh Mu’amalah Kontemporer, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. 
Noor, Juliansyah, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya 
Ilmiah, Jakarta: Kencana, 2011.  
Nurfaizal, Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum 
Perbankan Indonesia, Riau, 2013. 
Nurul, Sekretaris BUMDES “Tirta Mandiri”, Wawancara Pribadi, 8 Februari 
2019, jam 09.00 – 10.00 WIB. 
 Pujiono, Hukum Islam, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012. 
Putra, Mirza Iskandar, “Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi 
Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di 
Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)”, Skripsi tidak 
diterbitkan, Progam Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
Surakarta, 2017. 
Raharjo, Sugeng, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Wawancara Pribadi, 2 
November 2018, jam 10.30-11.00 WIB. 
Rahman, Afri Aulia, “Akuntabilitas Dana Desa Terkait Perekonomian BUMDES 
Tirta Mandiri di Desa Ponggok” dikutip dari https://www.kompasiana.com 
diakses 12 Juni 2019. 
Ratnawati, Ratih Ayu Dwi, Kaur Keungan (Bendahara) Desa Ponggok, 
Wawancara Pribadi, 4 Desember 2018, jam 10.05 – 10.55 WIB. 
Rini, Bendahara BUMDES “Tirta Mandiri”, Wawancara Pribadi, 17 Desember 
2018, jam 13.00 WIB. 
Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah Jilid V, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jakarta: 
Republika Penerbit, 2018. 
Solehatun, Nafiana, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam 
Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam 
(Studi Di Pekon Tritunggal Mulyo Kecamatan Adiluwih Kabupaten 
Pringsewu)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Progam Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 
Lampung, 2018. 
Sudarsono, Heri Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi, 
Yogyakarta: Ekonisia, 2003 . 
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 
2016. 
Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. 
Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2002. 
Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 
2014. 
Suwiknyo, Dwi, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2010. 
Suwito, Karyawan BUMDES “Tirta Mandiri” sebagai Peminjam,  Wawancara 
Pribadi, 29 November 2018, jam 13.45 – 14.10 WIB. 
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
Yaya, Staff Admin BUMDES “Tirta Mandiri” Desa Ponggok, Wawancara 
Pribadi, 29 November 2018, 12.55 – 13.41 WIB. 
Yunus, Mahmud, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa 
Dzurriyah, 2010. 
Yusuf, Edy, Gunanto, Agung, dkk, Pengembangan Desa Mandiri Melalui 
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), 2016. 
 
 
 
Lampiran 1 : Jadwal Rencana Penelitian 
 
 
  
BADAN  USAHA  MILIK DESA 
(BUMDes) TIRTA  MANDIRI 
 
Surat Keterangan 
Nomor:   20 /BUMDes/  II /2019 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah  ini: 
 Nama                :  .Joko Winarno  S.Pt 
Jabatan              :     Direktur  BUMDes  Tirta Mandiri 
 
Dengan  ini menerangkan   bahwa  mahasiswa  yang beridentitas   :  
Nama                :    Anindita  Ari Fatojanah 
NJM               152111088 
 
Fakultas   Huk:um (Ekonomi  Syariah)  
Universitas        :    IAIN Surakarta 
Telah melakukan  penelitian    di BUMDES  Tirta Mandiri  Ponggok  
terhitung  mulai  tanggal 10  November    2018     sampai   dengan   27     
February      2019     sebagai   syarat   menyelesaikan pendidikan  Program  
Studi S-1   Hukum  Ekonomi  Syariah. 
Demikian   surat  keterangan   ini  dibuat  dan  diberikan   kepada   
yang  bersangkutan    untuk dipergunakan   seperlunya. 
Ponggok,  27 Fe15tuari  2019 
  
Lampiran 3 : Biodata Narasumber 
No. Nama Pekerjaan Keterangan 
1. Yuli Dwi Atmojo Dokter Hewan Masyarakat sekitar 
BUMDES 
2. Ernawati Petugas Kesehatan 
Semarang 
Masyarakat sekitar 
BUMDES 
3. Sugeng Raharjo Kaur Kesejahteraan dan 
Pelayanan  
Narasumber pihak 
Pemerintah Desa 
4. Ratih Ayu Dwi 
Ratnawati 
Kaur Keuangan Narasumber pihak 
Pemerintah Desa 
5. Nurul Sekertaris BUMDES “Tirta 
Mandiri” 
Narasumber pihak 
BUMDES 
6. Rini Bendahara  BUMDES 
“Tirta Mandiri” 
Narasumber pihak 
BUMDES 
7. Yaya Admin BUMDES “Tirta 
Mandiri” 
Narasumber pihak 
BUMDES 
8. Uun Dyah Marketing BUMDES “Tirta 
Mandiri” 
Peminjam dana 
9. Suwito Pelayanan Tamu Study 
BUMDES “Tirta Mandiri” 
Peminjam dana 
 
  
Lampiran 4 : Pedoman Wawancara Pemerintah Desa Ponggok 
1. Bagaimana sejarah Desa Ponggok? 
2. Bagaimana struktur pemerintahan Desa Ponggok? 
3. Potensi ekonomi masyarakat Desa Ponggok itu seperti apa? 
4. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Ponggok? 
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai terbentuknya BUMDES di 
Ponggok? 
 
Lampiran 5 : Pedoman Wawancara Karyawan BUMDES “Tirta Mandiri” 
1. Bagaimana sejarah berdirinya BUMDES? 
2. BUMDES di sini pengelolaannya berupa apa saja dan untuk apa saja? 
3. Berapa modal awal yang digunakan untuk pendirian BUMDES khususnya 
unit usaha perkreditannya? 
4. Untuk kepengurusannya itu seperti apa? 
5. Apa visi misi dari BUMDES “Tirta Mandiri”? 
6. Apa saja asset dan jenis pengembangan usaha di BUMDES “Tirta 
Mandiri”? 
7. Apa saja  persyaratan untuk meminjam di BUMDES ini? 
8. Apa saja ketentuan pinjaman di sini dan angsurannya? 
9. Bagaimana prosedur pengajuan perkreditan di BUMDES “Tirta Mandiri”? 
10. Apa saja kendala-kendala yang di alami oleh BUMDES? 
 
 
Lampiran 6 : Pedoman Wawancara Peminjam Dana BUMDES “Tirta Mandiri” 
1. Apa alasan anda meminjam di BUMDES “Tirta Mandiri”? 
2. Apa saja persyaratan dalam peminjaman di BUMDES “Tirta Mandiri”? 
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui ketentuan secara jelas di BUMDES “Tirta 
Mandiri”? 
4. Apakah ada bunga angsuran khusus dari pinjaman di BUMDES “Tirta 
Mandiri” 
5. Menurut Bapak/Ibu apakah anda merasa keberatan dengan adanya bunga 
angsuran? 
6. Bagaimana proses atau tata cara peminjaman di BUMDES “Tirta 
Mandiri”? 
7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai perkreditan BUMDES di Desa 
Ponggok ini? 
 
Lampiran 7: Pedoman Wawancara Masyarakat Sekitar BUMDES 
1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai adanya BUMDES di Desa 
Ponggok? 
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya perkreditan di BUMDES “Tirta 
Mandiri”? 
3. Jika disuruh memilih Bapak/Ibu lebih memilih melakukan perkreditan di 
BUMDES atau di Bank? 
 
 
 
  
Lampiran 9 : Foto Bersama Beberapa Narasumber 
 
 
Ruang Bagian Sekertaris BUMDES “Tirta Mandiri” 
 
 
 
Wawancara Dengan Ibu Uun (Peminjam)  
 
 
Wawancara Dengan Bapak Suwito (Peminjam) 
 
 
 
Wawancara Dengan Ibu Yaya (Admin BUMDES) 
 
 
Dengan Ibu Rini (Bendahara BUMDES) 
 
 
Dengan Ibu Ernawati (warga sekitar BUMDES) 
 
Dengan Ibu Ratna (Kaur Keuangan Desa) 
 
        
Dengan Bapak Yuli Dwi Atmojo (warga sekitar BUMDES) 
      
Surat Investasi Saham  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama    : Anindita Ari Fatojanah 
NIM    : 152111088 
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 25 Agustus 1997 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Alamat : Wonorejo Rt. 02/Rw. 13, Kel. Kingkang, Kec. 
Wonosari, Kab. Klaten 
Nama Ayah   : Sudirman 
Nama Ibu   : Hartini 
Riwayat Pendidikan: 
1. SD Negeri 2 Kingkang Lulus Tahun 2009 
2. SMP Negeri 2 Wonosari Lulus Tahun 2012 
3. SMK Negeri 1 Juwiring Lulus Tahun 2015 
4. Institut Agama Islam Negeri Surakarta Masuk Tahun 2015 
Demikian daftar riwayat hidup ini daya buatdengan sebenarnya. 
 
 
Surakarta, 17 April 2019 
Penulis 
